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KATA PENGANTAR 

Laporan Kinerja Loka POM di Kabupaten 

Kotawaringin Barat Tahun 2025 merupakan 

perwujudan pertanggungjawaban kinerja pencapaian 

visi dan misi Loka POM di Kabupaten Kotawaringin 

Barat Tahun Anggaran 2025. Laporan kinerja tersebut 

menguraikan rencana kinerja yang telah ditetapkan, 

pencapaian kinerja, realisasi anggaran, inovasi, dan 

achievement Tahun 2025. Laporan Kinerja Loka POM 

di Kabupaten Kotawaringin Barat penyusunan laporan kinerja mengacu pada 

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 

53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan 

Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. 

Laporan Kinerja Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat merupakan 

pertanggungjawaban akuntabilitas dan transparansi pengelolaan kinerja melalui 

informasi kinerja yang terukur terhadap sasaran dan target kinerja yang seharusnya 

dicapai melalui penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

(SAKIP) yang meliputi rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, 

pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja dan reviu serta evaluasi kinerja selaras 

dan sesuai dengan penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Pemerintah dan tata cara 

pengendalian serta evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan. 

Dalam Laporan Kinerja Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2025 

tertuang perjanjian kinerja dan indikator yang mengacu pada Renstra Loka POM di 

Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2025–2029, pengukuran capaian kinerja Tahun 

2025 terhadap target yang telah ditetapkan, membandingkan realisasi kinerja Tahun 

2025 dengan tahun sebelumnya, membandingkan realisasi kinerja Tahun 2025 

dengan standar nasional, evaluasi dan pengukuran secara memadai hasil analisis 

terhadap pengukuran kinerja, program/kegiatan penunjang, dan efisiensi penggunaan 

sumber daya serta rencana tindak lanjut yang telah dilakukan. 

Laporan Kinerja Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2025 

diharapkan akan memberikan manfaat atas kinerja yang telah dicapai sebagai bentuk 

pertanggungjawaban Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat dan umpan balik 
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RINGKASAN EKSEKUTIF 

 

Laporan Kinerja Tahun 2025 Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat 

merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja kepada publik/pemberi manfaat atas 

pencapaian sasaran kegiatan dalam mewujudkan visi dan misi Badan POM.  

Berdasarkan Renstra Tahun 2025–2029, terdapat 8 sasaran kegiatan dengan 27 

indikator kinerja kegiatan yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Loka 

POM di Kabupaten Kotawaringin Barat. Adapun hasil capaian sasaran pada masing-

masing indikator kegiatan adalah sebagai berikut: 

1. Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di 

wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat sebesar 106,94% 

dengan kategori Sangat Baik. Hal ini ditunjukkan dengan capaian IKU: 

a. Persentase sampel sediaan farmasi yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan 

capaian sebesar 110,61% kemudian mendapat justifikasi normalisasi 

menjadi 110% dengan kategori Tidak Dapat Disimpulkan. 

b. Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai 

ketentuan capaian sebesar 109,76% dengan kategori Sangat Baik. 

c. Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diperiksa dan diuji sesuai 

standar dikecualikan dalam penilaian NKO. 

d. Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan 

capaian sebesar 109,89% dengan kategori Sangat Baik. 

e. Persentase keputusan /rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi 

dan pangan olahan yang disampaikan ke stakeholder  tepat waktu capaian 

sebesar 100.70% dengan Sangat Baik. 

f. Persentase sarana produksi sediaan farmasi yang diperiksa dan 

ditindaklanjuti sesuai ketentuan capaian sebesar 109,89% dengan kategori 

Sangat Baik. 

g. Persentase sarana produksi pangan olahan yang diperiksa dan 

ditindaklanjuti sesuai ketentuan capaian sebesar 109,89% dengan kategori 

Sangat Baik. 
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h. Persentase fasilitas distribusi sediaan farmasi yang diperiksa dan 

ditindaklanjuti sesuai ketentuan capaian sebesar 104,99% dengan kategori 

Sangat Baik. 

i. Persentase sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa dan 

ditindaklanjuti sesuai ketentuan capaian sebesar 111,29% kemudian 

mendapat justifikasi normalisasi menjadi 110% dengan kategori Tidak 

Dapat Disimpulkan. 

j. Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai 

ketentuan capaian sebesar 109,41% dengan kategori Sangat Baik. 

k. Persentase label produk tembakau dan-atau rokok elektronik yang diawasi 

sesuai standar capaian sebesar 106,47% dengan kategori Sangat Baik. 

l. Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT yang 

diselesaikan sesuai standar capaian sebesar 106,11% dengan kategori 

Sangat Baik. 

m. Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT 

sesuai Standar Kemampuan sesuai standar capaian sebesar 103,08% 

dengan kategori Sangat Baik. 

n. Persentase Kabupaten/ Kota yang didampaingi dalam pencapaian 

Kabupaten/ Kota Pangan Aman di wilayah UPT yang diselesaikan sesuai 

standar sebesar 100,00% dengan kategori Baik. 

2. Meningkatnya efektivitas pengawasan sarana produksi pangan fortifikasi di 

wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat sebesar 100% dengan 

kategori Baik. Hal ini ditunjukkan dengan capaian Persentase Sarana Produksi 

Pangan Fortifikasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti capaian sebesar 100% 

dengan kategori Baik. 

3. Meningkatnya efektivitas KIE di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten 

Kotawaringin Barat sebesar 100,25% dengan kategori Sangat Baik. Hal ini 

ditunjukkan dengan capaian IKU: 

a. Tingkat efektivitas KIE sediaan farmasi dan pangan olahan capaian sebesar 

100,98% dengan kategori Sangat Baik. 

b. Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan 

capaian sebesar 100% dengan kategori Baik. 
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c. Jumlah desa pangan aman capaian sebesar 100,00% dengan kategori 

Baik. 

d. Jumlah pasar pangan aman capaian sebesar 100% dengan kategori Baik. 

4. Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan 

mutu di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat sebesar 110% 

dengan kategori Tidak Dapat Disimpulkan. Hal ini ditunjukkan dengan capaian 

Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara 

pembuatan Obat Bahan Alam, Kosmetik yang baik dan/ atau IP CPPOB pangan 

olahan capaian sebesar 148,81% kemudian mendapat justifikasi normalisasi 

menjadi 110% dengan kategori Tidak Dapat Disimpulkan. 

5. Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan 

yang efektif di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat sebesar 

104,17% dengan kategori Sangat Baik. Hal ini ditunjukkan dengan capaian 

Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan 

Olahan capaian sebesar 104,17% dengan kategori Sangat Baik. 

6. Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan 

Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten 

Kotawaringin Barat sebesar 110% dengan kategori Tidak Dapat Disimpulkan. Hal 

ini ditunjukkan dengan capaian Laporan analisis kejahatan sediaan farmasi dan 

pangan olahan yang diselesaikan sesuai standar capaian sebesar 111,11% 

kemudian mendapat justifikasi normalisasi menjadi 110% dengan kategori Tidak 

Dapat Disimpulkan. 

7. Layanan Publik Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat yang prima sebesar 

110% dengan kategori Tidak Dapat Disimpulkan. Hal ini ditunjukkan dalam 

indikator kinerja Indeks Pelayanan Publik yang diselesaikan sesuai standar 

capaian sebesar 127,50% kemudian mendapat justifikasi normalisasi menjadi 

110% dengan kategori Tidak Dapat Disimpulkan. 

8. Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi Loka POM di Kabupaten 

Kotawaringin Barat yang optimal sebesar 100,26% dengan kategori Sangat Baik. 

Hal ini ditunjukkan dengan capaian IKU: 

a. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) UPT yang 

diselesaikan sesuai standar capaian sebesar 101,04% dengan kategori 

Sangat Baik. 
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b. Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM capaian sebesar 100,00% dengan 

kategori Baik. 

c. Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM yang diselesaikan sesuai standar 

capaian sebesar 100,00% dengan kategori Baik. 

d. Persentase implementasi rencana aksi reformasi birokrasi di Lingkup UPT 

yang diselesaikan sesuai standar capaian sebesar 100,00% dengan 

kategori Baik. 

 

  Pangkalan Bun, 27 Februari 2026 

Kepala Loka POM di Kabupaten 

Kotawaringin Barat 

 

 

 

 

Chatulis Indra Jaya, S.Farm., Apt., M.A.B 
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HIGHLIGHT KINERJA 

LOKA POM DI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT 

TAHUN 2025 

 

JANUARI 

Pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2025, Loka POM di Kabupaten Kotawaringin 

Barat hadir di Car Free Day di Taman Kota Manis, Pangkalan Bun. Layanan yang 

diberikan adalah informasi seputar Obat dan Makanan dan pengujian sampel pangan 

(jajanan) dengan tes kit di mobil laboratorium keliling. 

   

 
Gambar 1 Giat Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat di CFD Pangkalan Bun 

tanggal 19 Januari 2025 
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FEBRUARI 

1. Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat hadir dalam Kegiatan Rapat 

Koordinasi (Rakor) Aksi 1 Stunting (Analisis Situasi) di Aula Masoraian 

Bappedalitbang yang digelar oleh Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat 

(Kobar) melalui Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kobar pada hari 

Senin tanggal 3 Februari 2025. 

Materi utama yang dibahas dalam Rakor Aksi 1 mencakup pemetaan calon lokus 

stunting berbasis data untuk tahun rencana 2026 serta pemetaan cakupan 

layanan dan tindak lanjutnya. Data yang dikumpulkan akan menjadi dasar dalam 

penyusunan kebijakan dan program kerja untuk meningkatkan efektivitas 

intervensi stunting di Kabupaten Kotawaringin Barat. Kegiatan tersebut ditutup 

dengan penyusunan rencana tindak lanjut berdasarkan hasil analisis yang telah 

dilakukan.  

 
Gambar 2 Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat mengikuti Rapat Koordinasi 

Tim Percepatan Penurunan Stunting tanggal 3 Februari 2025 

 

2. Kepala Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat Chatulis Indra Jaya, 

S.Farm., Apt., M.A.B beserta jajaran melakukan Koordinasi terkait Program 
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Prioritas Nasional bersama Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 

Kabupaten Kotawaringin Barat Prof. Dr. Ir. Juni Gultom, ST., M.TP. beserta 

jajaran pada tanggal 28 Februari 2025. 

Kegiatan tersebut dilakukan dalam rangka pelaksanaan aksi nasional yang 

dilaksanakan untuk memberikan intervensi keamanan pangan serta penguatan 

kolaborasi pengawasan Obat dan Makanan serta pemberdayaan masyarakat, 

Badan Pengawas Obat dan Makanan menginisiasi Program Prioritas Nasional 

yang terdiri dari 3 program yaitu: 

a. Program Gerakan Keamanan Pangan Desa (GKPD) 

b. Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas (PPBK) 

c. Pembudayaan Keamanan Pangan di Sekolah 

Selain itu, pada pertemuan tersebut dibahas pula pembentukan Tim Keamanan 

Pangan Kabupaten serta Pemberdayaan UMKM yang ada di Kabupaten 

Kotawaringin Barat. Dengan adanya kegiatan tersebut diharapkan Pemerintah 

Daerah, Pemerintah Desa, Komunitas Sekolah dan Masyarakat dapat 

meningkatkan pengetahuan terkait keamanan pangan, menjamin keamanan dan 

mutu pangan olahan yang beredar di masyarakat. 

 
Gambar 3 Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat melakukan koordinasi 
Program Prioritas Nasional bersama Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat 
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MARET 

1. Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat melaksanakan Intensifikasi Pangan 

Menjelang Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah di Kabupaten Sukamara dan 

Kabupaten Kotawaringin Barat. 

 
Gambar 4 Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat melakukan Intensifikasi 

Pangan Menjelang Hari Raya Idul Fitri 1446 H 

 

2. Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat hadir menjadi narasumber 

Bimbingan Teknis Perizinan dan Pengelolaan Obat di Sarana Pelayanan 

Kefarmasian (Apotek, Toko Obat, Puskesmas dan Klinik) yang diadakan oleh 

Dinas Kesehatan Kabupaten Sukamara pada tanggal 18 Maret 2025. Peserta 

yang hadir terdiri atas Apoteker Penanggung Jawab Apotek, Apoteker 

Pendamping, Tenaga Teknis Kefarmasian (TTK), Pemilik Usaha Apotek, Pemilik 

Usaha Toko Obat dan Kepala Instalasi Farmasi Rumah Sakit. 

Melalui kegiatan Bimbingan Teknis Perizinan dan Pengelolaan Obat di Sarana 

Pelayanan Kefarmasian ini diharapkan produk obat yang dikelola di sarana 

pelayanan kefarmasian terjaga mutu, khasiat dan keamanannya serta 

diserahkan kepada penerima yang tepat sesuai ketentuan pada Peraturan Badan 

Pengawas Obat dan Makanan Nomor 24 Tahun 2021 adalah peraturan tentang 

pengawasan pengelolaan obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, dan 

prekursor farmasi di fasilitas pelayanan kefarmasian. 
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Gambar 5 Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat menjadi narasumber 

Bimbingan Teknis Perizinan dan Pengelolaan Obat di Sarana Pelayanan 
Kefarmasian 

 

3. Pada Rabu, 19 Maret 2025, Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat 

melakukan kegiatan Food Security dalam rangka Kunjungan Kerja Pangdam XII. 

Kegiatan tersebut merupakan wujud tanggung jawab BPOM untuk menjaga 

praktik-praktik keamanan makanan yang ketat, agar mengurangi  risiko 

terjadinya keracunan makanan dan masalah kesehatan yang terkait dengan 

makanan yang tidak aman. Pada kegiatan tersebut diuji 19 sampel makanan dan 

minuman menggunakan rapid test atau pengujian cepat. 
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Gambar 6 Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat melaksanakan Food Security 

dalam rangka Kunjungan Kerja Pangdam XII 

 

APRIL 

1. Loka Pengawas Obat dan Makanan (Loka POM) Kabupaten Kotawaringin Barat 

melakukan audiensi dengan Bupati Kotawaringin Barat guna mendorong 

pembentukan Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan 

(TKPPOM). Pembentukan tim ini merupakan tindak lanjut dari Surat Edaran 

Menteri Dalam Negeri No. 700/6206/SJ Tahun 2022 dan Permendagri No. 41 

Tahun 2018, yang bertujuan memperkuat koordinasi lintas sektor dalam 

pengawasan mutu, keamanan, dan distribusi obat serta makanan di daerah. 

Dalam audiensi tersebut, Loka POM menyampaikan keprihatinan terhadap 

tingginya praktik penyerahan antibiotik tanpa resep dokter di apotek. 

Berdasarkan hasil pengawasan 2024, sebanyak 85,71% sarana pelayanan 

kefarmasian di wilayah Kotawaringin Barat masih melakukan pelanggaran 

tersebut. Selain itu, hasil uji sensitivitas antibiotik oleh RSUD Sultan Imanuddin 

menunjukkan penurunan efektivitas signifikan, dengan sebagian besar antibiotik 

memiliki sensitivitas ≤ 80%, bahkan beberapa jenis hanya di bawah 50%. 

Sebagai upaya pengendalian resistensi antimikroba dan perlindungan 

masyarakat, Loka POM mendorong Pemda menerbitkan Surat Edaran terkait 

pelarangan penjualan antibiotik tanpa resep, meniru keberhasilan Kalimantan 
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Barat yang terbukti meningkatkan kepatuhan apotek. Bupati menyambut positif 

usulan tersebut dan berkomitmen mendukung terbentuknya TKPPOM serta 

memperkuat sinergi lintas sektor demi kesehatan masyarakat. 

 
Gambar 7 Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat melakukan audiensi dengan 

Bupati 

 

2. Pada hari Senin tanggal 28 April 2025, Loka POM di Kab. Kotawaringin Barat 

telah melaksanakan kegiatan Forum Advokasi Pemerintah Daerah dan Lintas 

Sektor Program Prioritas Nasional Keamanan Pangan Terpadu untuk 

memberikan intervensi keamanan pangan serta penguatan kolaborasi 

pengawasan Obat dan Makanan serta pemberdayaan masyarakat, BPOM 

menginisiasi Program Prioritas Nasional yang terdiri dari 3 (tiga) program yaitu 

Program Gerakan Keamanan Pangan Desa (GKPD), Pasar Pangan Aman 

Berbasis Komunitas (PPABK), dan Pembudayaan Keamanan Pangan di 

Sekolah. 

 
Gambar 8 Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat melaksanakan kegiatan 

Forum Advokasi Pemerintah Daerah dan Lintas Sektor 
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3. Pada tanggal 30 April 2025, Kepala Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat 

Chatulis Indra Jaya, S.Farm., Apt., M.A.B., Wakapolres Kotawaringin Barat 

Rendra Aditya Dhani, S.H., S.I.K., M.H., dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten 

Kotawaringin Barat Achmad Rois, SKM. M.Kes melakukan pemusnahan barang 

bukti yang dilakukan di Kejaksaaan Negeri Kotawaringin Barat dengan inisiasi 

Bapak Kajari Kotawaringin Barat Johny A. Zebua S.H., M.H. Sebagian barang 

bukti yang dimusnahkan merupakan barang bukti yang dilimpahkan oleh 

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Loka POM di Kotawaringin barat berupa 

obat keras, obat tradisional dan kosmetika yang tidak memenuhi ketentuan. 

Barang bukti tersebut dimusnahkan untuk kasus yang sudah memiliki kekuatan 

hukum tetap. 

 
Gambar 9 Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat ikut memusnahkan obat 

ilegal dan kosmetika tak layak 
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MEI 

1. Pada hari Senin tanggal 5 Mei 2025, Kepala Loka POM di Kabupaten 

Kotawaringin Barat bertemu dengan Kapolres Kotawaringin Barat AKBP 

Theodorus Priyo Santosa, S.I.K yang resmi dilantik tanggal 9 April 2025 yang 

lalu. Kedua belah pihak sepakat melanjutkan sinergi khususnya dalam hal 

penanganan tindak pidana obat dan makanan. Polres Kab. Kotawaringin Barat 

melalui Korwas PPNS secara aktif dalam memberikan bantuan teknis dan taktis 

dalam penanganan tindak pidana obat dan makanan. Kerjasama antara Badan 

POM dan Kepolisian RI tertuang dalam MOU tertanggal 24 Mei 2021. 

 
Gambar 10 Kepala Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat bertemu dengan 

Kapolres Kotawaringin Barat AKBP 

 

2. Dalam rangka menjaga sinergi Pengawasan Obat dan Makanan di lingkup 

Pemkab Sukamara, pada hari Selasa tanggal 6 Mei 2025, Loka POM di 

Kabupaten Kotawaringin Barat berkoordinasi dengan Wakil Bupati Kabupaten 

Sukamara, Nur Efendi, SH dan mengusulkan pembentukan Tim Koordinasi 

Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di Kabupaten Sukamara dan 

Usulan Kebijakan Pencegahan Resistensi Antibiotik. Kedua Usulan tersebut 
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direspon positif oleh Bapak Wabup akan ditindaklanjuti melalui pembahasan 

dengan OPD terkait. TKPPOM diharapkan dapat menjadi wadah bagi 

peningkatan efektifitas pengawasan obat dan makanan. 

 

 
Gambar 11 Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat berkoordinasi dengan Wakil 

Bupati Kabupaten Sukamara, Nur Efendi, SH 

 

3. Pada hari Rabu tanggal 7 Mei 2025, Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat 

Bersama Dinkes Lamandau melakukan audiensi dengan Wabup Abdul Hamid 

diruang kerjanya. Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat memberikan 

apresiasi kepada Dinkes Lamandau atas Realisasi Penyerapan Dana Alokasi 

Khusus (DAK) Non Fisik (NF) BPOM dan Capaian Output Tertinggi Se-

Kalimantan Tengah Tahun 2024. 

Komitmen Pemkab Lamandau terhadap peningkatan efektifitas pengawasan 

obat dan makanan di wilayahnya juga diwujudkan dalam pembentukan Tim 

Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan yang saat ini SK 

Tim tersebut sudah di meja bupati untuk di tandatangani. Selain itu Wakil Bupati 

Lamandau yang juga ketua Badan Narkotika Kabupaten Lamandau 



 

XVIII 
 

menyampaikan adanya peluang integrasi upaya pencegahan penyalahgunaan 

Obat-Obat Tertentu yang sering disalahgunakan dengan program anti 

penyalahgunaan NAPZA sehingga dapat berjalan sinergi dan efektif. 

Upaya perumusan kebijakan Penanganan dan Pencegahan Resistensi Antibiotik 

melalui usulan penerbitan Surat Edaran (SE) Bupati Lamandau juga disampaikan 

pada saat audiensi tersebut. "𝑯𝒂𝒍-𝒉𝒂𝒍 𝒃𝒂𝒊𝒌 𝒅𝒂𝒏 𝒃𝒆𝒓𝒎𝒂𝒏𝒇𝒂𝒂𝒕 𝒖𝒏𝒕𝒖𝒌 

𝒎𝒂𝒔𝒚𝒂𝒓𝒂𝒌𝒂𝒕, 𝒑𝒂𝒔𝒕𝒊 𝒌𝒊𝒕𝒂 𝒅𝒖𝒌𝒖𝒏𝒈" ujar Wabup Lamandau. Dengan adanya SE 

tersebut diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan sarana pelayanan 

kefarmasian dan tenaga kesehatan di Kabupaten Lamandau dalam penyerahan 

antibiotik sesuai regulasi. 

 
Gambar 12 Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat berkoordinasi dengan Wakil 

Bupati Kabupaten Lamandau, Abdul Hamid dan Dinas Kesehatan Kabupaten 
Lamandau 

  

4. Pada Selasa sampai dengan Kamis tanggal 6-8 Mei 2025, Loka POM di 

Kabupaten Kotawaringin Barat menyelenggarakan Bimbingan Teknis CPPOB 

secara daring dan luring untuk 12 pelaku usaha pangan olahan. Kegiatan ini 

bertujuan untuk membekali pelaku usaha dengan pengetahuan dan keterampilan 

yang relevan dengan standar keamanan pangan global. 

Dalam bimbingan teknis tersebut, Loka POM di Kab. Kotawaringin Barat 

menekankan pentingnya Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) 

sebagai fondasi utama dalam menghasilkan produk pangan yang aman dan 

bermutu. CPPOB mencakup berbagai aspek, mulai dari pemilihan lokasi dan 

desain bangunan yang higienis, pengendalian proses produksi, hingga 

penanganan limbah dan sanitasi yang efektif. Audit internal secara berkala 



 

XIX 
 

menjadi bagian penting dalam memastikan kepatuhan terhadap standar-standar 

ini dan mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan. 

 

 
Gambar 13 Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat menyelenggarakan 

Bimbingan Teknis CPPOB untuk pelaku usaha pangan olahan 

 

5. Pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2025, Kepala Loka POM di Kabupaten 

Kotawaringin Barat, Chatulis Indra Jaya, S.Farm., Apt., M.A.B., menghadiri 

kegiatan pemusnahan barang bukti tindak pidana narkotika yang 

diselenggarakan oleh Polres Kotawaringin Barat di Aula Pratiatma’95. 

Barang bukti yang dimusnahkan merupakan hasil penindakan kasus narkotika 

dari Maret hingga Mei 2025. Kegiatan ini juga diisi dengan sesi press release dan 

dihadiri oleh berbagai instansi terkait sebagai bentuk transparansi dan komitmen 

bersama dalam pemberantasan narkoba di wilayah kobar. 
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Gambar 14 Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat ikut memusnahkan barang 

bukti tindak pidana narkotika 

 

6. Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat hadir menjadi narasumber 

Sosialisasi Keamanan Pangan Bagi Pelajar/ Anak Sekolah yang diadakan oleh 

Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Barat pada Senin, 19 Mei 2025 di Aula 

Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Barat. Kegiatan tersebut diikuti oleh 

53 pelajar dari SMAN 1 Pangkalan Bun, SMAN 2 Pangkalan Bun, SMAN 3 

Pangkalan Bun, SMKN 1 Pangkalan Bun, dan SMKN 2 Pangkalan Bun. 

Terdapat 5 materi yang disampaikan pada kegiatan tersebut yaitu Keamanan 

Pangan disampaikan oleh Chatulis Indra Jaya selaku Kepala Loka POM di 

Kabupaten Kotawaringin Barat, Cara Memilih Pangan yang Aman disampaikan 

oleh Wijaya Cahyaningrum, Kantin Sehat disampaikan oleh Muliyadi, Higiene 

Sanitasi disampaikan oleh Dortua Lince Sidabalok, dan Jajanan Sehat 

disampaikan oleh Yulia Yudha Irianti. Peserta mengikuti kegiatan dengan aktif 

dan antusias. 
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Melalui kegiatan ini diharapkan pelajar dapat mengenali bahaya pada makanan, 

memilih jajanan yang aman dan bergizi dan memahami pentingnya menjaga 

kebersihan dalam menyiapkan dan mengkonsumsi makanan. 

 

 
Gambar 15 Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat memberikan edukasi 

pangan aman kepada pelajar 

 

7. Pada hari Jumat tanggal 23 Mei 2025, Loka POM di Kabupaten Kotawaringin 

Barat mengisi talkshow di Podcast Diskominfo Kobar yaitu Ngulik (Ngobrol 

Urusan Publik) dengan tema Jamu, Kearifan Lokal untuk Indonesia Sehat. 
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Gambar 16 Podcast Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat dengan tema 

Jamu, Kearifan Lokal untuk Indonesia Sehat 

 

8. Pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2025 di ruang kerja Wakil Bupati Seruyan, Loka 

POM di Kabupaten Kotawaringin Barat berkoordinasi dengan Wakil Bupati (H. 

Supian,S.Ag), Sekda (Drs. H. Djainuddin Noor, M.A.P), Kadis Kesehatan (dr. 

Bahrun Abbas,MPH), Kepala BPMPTSP (Agung Setiawan, S.STP., M.Si), Plt. 

Kadis PerindagKopUmkm (Rahmad Hidayat), Kadis DP3P2KB (Junaidi). 

Wabup mengapresiasi inisiasi BPOM dalam pembentukan Tim Koordinasi 

Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan (TKPPOM) nantinya akan 

menjadi wadah bagi pembinaan UMKM dan pengawasan obat dan makanan di 

Kabupaten Seruyan sehingga tim akan lebih solid, selain itu juga, resistensi 

antibiotik yang secara pelan tapi pasti mengancam harus di antisipasi dengan 

adanya kebijakan daerah berupa Surat Edaran untuk melengkapi dan 

memperkuat dasar hukum yang saat ini ada. 

Disampaikan pula dalam pertemuan tersebut terkait peran BPOM dalam 

penanganan stunting yang berada pada Pilar 4 intervensi sensitif berupa KIE 

keamanan pangan, Pengawasan pangan fortifikasi dan pengawasan label dan 

iklan. Hasil SSGI 2023, prevalensi stunting Kab. Seruyan (25,8) masih lebih tinggi 

dari rata-rata prevalensi stunting di Kalimantan Tengah yaitu 23,5. Sinergi BPOM 
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dalam Tim stunting (TPPS) diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi 

penurunan prevalensi stunting di Kabupaten Seruyan. 

Dalam hal pembinaan dan pendampingan UMKM, Kadis Perindagkop UMKM 

dan Kepala BPMPTSP Kabupaten Seruyan menyatakan kesiapannya untuk 

bersinergi dalam pendampingan UMKM pangan olahan khususnya yang saat ini 

pertumbuhannya positif. 

Kegiatan lawatan kedinasan ini dilanjutkan pada hari Kamis 22 Mei 2025 dengan 

KIE Penyuluh Keamanan Pangan sebagai salah satu syarat pemenuhan 

komitmen bagi UMKM untuk mendapatkan SPP IRT. Disampaikan juga dalam 

KIE tersebut tentang Jamu Sebagai Warisan Budaya Nusantara yang harus 

dijaga dan dilestarikan dimana setiap tanggal 27 Mei diperingati sebagai hari 

jamu nasional. Materi terkait stunting juga tidak luput disampaikan, dalam 

meningkatkan kesadaran pelaku UMKM untuk menciptakan Keamanan Pangan 

sebagai salah satu Upaya mencegah stunting. 

 

 
Gambar 17 Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat dan Pemkab Seruyan 

membahas kebijakan pengawasan Obat dan Makanan 
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JUNI 

1. Pada hari Rabu, 11 Juni 2025, dalam rangkaian Program Pasar Pangan Aman 

Berbasis Komunitas (PPABK), Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat 

melaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis dan Penyuluhan kepada Komunitas 

Pasar yang dilaksanakan di salah satu pasar di Pangkalan Bun, yaitu Pasar 

Indrasari. Kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, 

pengetahuan, pemberdayaan, dan kemandirian komunitas pasar tentang 

keamanan pangan dan ikut serta dalam mengawasi pangan yang beredar di 

pasar. 

 
Gambar 18 Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat melaksanakan kegiatan 

Bimbingan Teknis dan Penyuluhan kepada Komunitas Pasar 

 

2. Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat hadir dalam kegiatan Bimbingan 

Teknis untuk Petugas Pelayanan Kefarmasian dari Apotek dan Toko Obat yang 

diadakan oleh Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Kotawaringin Barat. Acara 

ini berlangsung pada hari Rabu, 4 Juni 2025, di Aula Hotel Patta Rajasa, 

Pangkalan Bun, dimulai pukul 08.00 WIB. Tujuan kegiatan tersebut adalah untuk 

memberikan pembekalan dan meningkatkan kualitas pelayanan kefarmasian. 

Untuk memberikan materi yang komprehensif, Dinkes mengundang narasumber 

dari berbagai instansi penting. Para narasumber tersebut berasal dari Kejaksaan 

Negeri, Kepolisian Resor Kotawaringin Barat, Loka POM, Dinas Penanaman 

Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Ikatan Apoteker Indonesia 

(IAI), dan Persatuan Ahli Farmasi (PAFI).  

Materi yang dibahas mencakup berbagai topik, yakni pengelolaan obat di sarana 
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pelayanan kefarmasian berdasarkan PerBpom 24 Tahun 2021 dan Resistensi 

Antimikroba yang dijelaskan langsung oleh Kepala Loka POM di Kabupaten 

Kotawaringin Barat Chatulis Indra Jaya, S.Farm., Apt., M.A.B, mekanisme 

perizinan oleh DPMPTSP, hingga standar pelayanan kefarmasian oleh IAI dan 

PAFI. Selain itu, topik hukum terkait penuntutan tindak pidana obat dan 

pembuktian praktik kefarmasian ilegal menurut UU No. 17 Tahun 2023 juga 

menjadi sorotan utama yang disampaikan oleh Kejaksaan dan Kepolisian. 

Kegiatan ini terlaksana dengan pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Non Fisik 

Pengawas Obat dan Makanan yang dikelola oleh Dinkes Kabupaten 

Kotawaringin Barat. 

 

 
Gambar 19 Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat memperkuat pemahaman 

TTK tentang pengelolaan Obat 

 

3. Loka POM di Kabupaten Kotawatingin Barat melaksanakan kegiatan Sosialisasi 

Keamanan Pangan pada Kamis, 12 Juni 2025, bertempat di Aula Dinas 

Kesehatan Kotawaringin Barat. Kegiatan ini merupakan bagian dari program 

nasional “Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan”. 

Sosialisasi diikuti oleh perwakilan guru dan siswa dari delapan sekolah di 

Kabupaten Kotawaringin Barat dengan jenjang SD dan SMP sederajat. Pada 
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kegiatan tersebut, peserta diberikan informasi seputar keamanan pangan 

komunitas sekolah, diantaranya: 

a. Pengenalan bahaya keamanan pangan; 

b. Mengenal dan memilih pangan aman melalui 5 Kunci Keamanan Pangan; 

c. Tips konsumsi pangan aman dengan memperhatikan informasi nilai gizi dan 

prinsip Cek KLIK; 

d. Pengenalan program Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan 

Keamanan Pangan. 

Melalui kegiatan tersebut, diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan 

pemahaman keamanan pangan komunitas sekolah dan Mendorong kemandirian 

komunitas sekolah dalam mewujudkan budaya pangan aman. 

 
Gambar 20 Loka POM di Kabupaten Kotawatingin Barat melaksanakan kegiatan 

Sosialisasi Keamanan Pangan 

 

4. Dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pemahaman komunitas sekolah 

dalam mewujudkan kemandirian sekolah untuk melindungi diri dari PJAS 

(Pangan Jajan Anak Sekolah) yang tidak aman dan bermutu, maka dilakukan 

Bimbingan Teknis Keamanan Pangan untuk Kader Keamanan Pangan Sekolah 

yang dilaksanakan pada Hari Kamis tanggal 19 Juni 2025 di Aula Kantor Loka 

POM di Kabupaten Kotawaringin Barat. Pembentukan kader bertujuan untuk 

melahirkan agen perubahan di sekolah yang mampu mengedukasi, memantau, 
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dan memastikan jajanan sekolah bebas dari bahan berbahaya, serta mendorong 

kebiasaan makan sehat di kalangan siswa. 

 
Gambar 21 Loka POM di Kabupaten Kotawatingin Barat melaksanakan Bimbingan 

Teknis Keamanan Pangan untuk Kader Keamanan Pangan Sekolah 

 

5. Dalam upaya memperkuat perlindungan masyarakat terhadap obat dan 

makanan yang aman dan bermutu, Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat 

menggelar Forum Komunikasi Publik (FKP) di Aula Sangga Banua, Kantor Bupati 

Kotawaringin Barat pada tanggal 20 Juni 2025. Acara ini melibatkan berbagai 

pemangku kepentingan dari lintas sektor, akademisi, pelaku usaha, hingga 

media massa, untuk membangun dialog terbuka dan memperkuat kepercayaan 

terhadap sistem pengawasan BPOM. 

Kepala Loka POM, Chatulis Indra Jaya, S.Farm., Apt., M.A.B, menyampaikan 

bahwa forum ini menjadi wujud komitmen BPOM dalam meningkatkan 

transparansi, akuntabilitas, dan pelayanan publik. Dalam sesi diskusi, peserta 

membahas standar pelayanan, pengaduan, serta informasi layanan publik 

lainnya. Loka POM berkomitmen menindaklanjuti hasil forum dengan melibatkan 

masyarakat dalam penyusunan dan penyesuaian standar pelayanan yang lebih 

baik. 
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Gambar 22 Kegiatan Forum Konsultasi Publik 
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6. Loka POM Kotawaringin Barat menggelar kegiatan Laboratorium Keliling di 

Lamandau pada tanggal 23 Juni 2025 sebagai bentuk pengawasan pangan yang 

beredar di masyarakat. Kali ini, tim melakukan pengujian terhadap berbagai 

sampel jajanan seperti aneka kue dan pentol yang banyak dijual di pasar dan 

sekitar sekolah. Pengujian dilakukan langsung di lokasi menggunakan mobil 

laboratorium keliling untuk mendeteksi keberadaan bahan berbahaya seperti 

boraks, formalin, rhodamin B, dan methanil yellow. Hasil pengujian menunjukkan 

bahwa seluruh sampel yang diperiksa aman dan bebas dari bahan berbahaya. 

Kegiatan ini juga disertai dengan edukasi kepada pedagang dan masyarakat 

agar lebih sadar pentingnya keamanan pangan. 

 
Gambar 23 Giat Laboratorium Keliling di Kabupaten Lamandau 

 

JULI 

Pada hari Selasa 8 Juli 2025, Kepala Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat 

menghadiri Launching SPPG Yayasan Al Azhar Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten 

Kotawaringin Barat. Hadir pula Wabup Kabupaten Kotawaringin Barat Bapak Suyanto 

dalam acara ini. SPPG tersebut diusulkan secara mandiri oleh pihak Yayasan dan di 

setujui oleh BGN menjadi SPPG pertama di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten 

Kotawaringin Barat dan SPPG Ke-13 di provinsi Kalimantan Tengah. SPPG sudah 

melakukan pendistribusian MBG pada hari launching tersebut sejumlah 1.101 porsi, 

kemudian akan ditingkatkan menjadi 2.086 porsi seminggu kemudian dan secara 

bertahap menuju 3.000 porsi. 
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Bersama dengan Dinkes Kabupaten Kotawaringin Barat, disampaikan kepada ketua 

SPPG untuk menyediakan waktu pelatihan penjamah pangan kepada relawan yang 

terlibat agar dapat memahami dan mampu mengendalikan semua titik kritis 

disepanjang rantai pengolahan. Disela-sela kegiatan juga telah dilakukan peninjauan 

dapur pengolahan dan sumber air yang digunakan. 

 
Gambar 24 Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat menghadiri peresmian dan 

meninjau SPPG Yayasan Al Azhar 

  

AGUSTUS 

1. Loka Pengawas Obat dan Makanan (Loka POM) di Kabupaten Kotawaringin 

Barat berhasil menorehkan prestasi membanggakan dengan meraih Peringkat 1 

Nilai Kinerja Anggaran Tahun 2024 kategori Loka. Penghargaan tersebut 

diserahkan langsung oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Taruna 

Ikrar kepada Kepala Loka POM Kabupaten Kotawaringin Barat Chatulis Indra 

Jaya, S.Farm., Apt., M.A.B., pada Jumat tanggal 01 Agustus 2025. Acara 

penganugerahan berlangsung di Gedung Merah Putih BPOM, Jalan Percetakan 

Negara No. 23, Jakarta. 

Penghargaan ini diberikan berdasarkan penilaian komprehensif yang meliputi 

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) sebesar 25%, Efektivitas Kinerja 

Anggaran (EKA) sebesar 25%, serta Nilai Persepsi Satuan Kerja (NPS) sebesar 

50%. Pencapaian tersebut menunjukkan komitmen Loka POM Kabupaten 

Kotawaringin Barat dalam pengelolaan anggaran yang akuntabel, efektif, dan 

berorientasi pada pelayanan publik. 
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Prestasi ini sekaligus melanjutkan tren kinerja positif yang telah ditunjukkan 

sebelumnya. Pada tahun 2023, Loka POM Kabupaten Kotawaringin Barat juga 

memperoleh penghargaan serupa dengan meraih Peringkat 3 Nilai Kinerja 

Anggaran, yang menjadi landasan kuat bagi peningkatan kinerja hingga 

mencapai peringkat tertinggi pada tahun berikutnya. 

             
Gambar 25 Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat menghadiri peresmian dan 

meninjau SPPG Yayasan Al Azhar 

 

2. Pada Senin, 4 Agustus 2025, bertempat di Balai Desa Sumber Mukti, Kabupaten 

Kotawaringin Barat, Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan (Loka POM) di 

Kabupaten Kotawaringin Barat Chatulis Indra Jaya, S.Farm., Apt., M.A.B.,  

memberikan edukasi kepada para pelaku UMKM setempat mengenai pentingnya 

legalitas produk pangan olahan kegiatan ini juga berkolaborasi dengan 

mahasiswa KKN Universitas Antakusuma. Dalam kesempatan tersebut, ia 

menegaskan bahwa proses pengurusan legalitas produk makanan olahan 

sebenarnya mudah dan dapat disesuaikan dengan kapasitas usaha. Pelaku 

usaha dapat memilih pendaftaran melalui izin PIRT untuk skala rumah tangga 

maupun izin MD dari Badan Pengawas Obat dan Makanan bagi produk yang 

diproduksi lebih luas. Kegiatan ini turut dihadiri Kepala Desa Sumber Mukti, 

Bapak Alim Suseno, beserta jajaran perangkat desa. Edukasi ini diharapkan 

mampu mendorong pelaku UMKM desa untuk semakin tertib legalitas dan 

meningkatkan kualitas produk. Peningkatan aktivitas perekonomian dari desa 

sejalan dengan program pembangunan daerah yang dicanangkan Bupati serta 

mendukung visi pembangunan nasional melalui Asta Cita Presiden. 
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Gambar 26 Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat memberikan edukasi 

kepada para pelaku UMKM di Balai Desa Sumber Mukti 

 

3. Pada hari kamis, 7 Agustus 2025, Loka Pengawas Obat dan Makanan (Loka 

POM) di Kabupaten Kotawaringin Barat melaksanakan kegiatan Bimbingan 

Teknis (Bimtek) Kader Keamanan Pangan di Kelurahan Sidorejo sebagai bagian 

dari tahapan implementasi program prioritas nasional Gerakan Keamanan 

Pangan Desa (GKPD) Tahun 2025. Kegiatan ini bertujuan memperkuat peran 

masyarakat dalam menjaga keamanan pangan serta meningkatkan kesadaran 

kolektif terhadap pentingnya pangan yang aman dan layak konsumsi. Kegiatan 

tersebut dihadiri oleh Kepala Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat 

Chatulis Indra Jaya, S.Farm., Apt., M.A.B., dan  Lurah Sidorejo, Sahida 

Ramadana, serta para kader keamanan pangan yang terdiri dari kader keluarga, 

kader kesehatan, kader pelaku usaha pangan siap saji, kader pelaku usaha 

PIRT, dan kader sekolah. Dalam pertemuan ini dibahas rencana pelaksanaan 

Program Keamanan Pangan yang akan diterapkan di Kelurahan Sidorejo. 

Kader keamanan pangan yang telah terbentuk diharapkan mampu menjadi agen 

perubahan di lingkungan masing-masing. Mereka akan berperan aktif 

menyebarluaskan informasi dan edukasi kepada komunitasnya, sehingga 

kesadaran masyarakat terhadap pentingnya keamanan pangan meningkat serta 

mendorong kemandirian desa/kelurahan dalam melakukan pengawasan pangan 

secara berkelanjutan. 
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Gambar 27 Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat melaksanakan kegiatan 

Bimbingan Teknis (Bimtek) Kader Keamanan Pangan di Kelurahan Sidorejo 

 

4. Pada Rabu 27 Agustus 2025, Loka Pengawas Obat dan Makanan (Loka POM) di 

Kabupaten Kotawaringin Barat melaksanakan kegiatan Komunikasi, Informasi, dan 

Edukasi (KIE) dengan tema “Menjadi Konsumen Cerdas, Jaga Keluarga Indonesia”. 

Kegiatan ini diselenggarakan di Nanga Bulik, Kabupaten Lamandau, Kalimantan 

Tengah, dan ditujukan kepada gabungan organisasi wanita serta pemilik atau 

penanggung jawab sarana peredaran obat dan produk Kesehatan. Kegiatan ini 

dihadiri oleh Asisten Administrasi Umum Bupati Lamandau, Friaraiyatini, serta 

berbagai organisasi wanita di Kabupaten Lamandau, antara lain Tim Penggerak 

PKK, Dharma Wanita Persatuan, Aisyiyah, Muslimat NU, Persit Kartika Chandra 

Kirana, Ikatan Istri Anggota DPRD (IKIAWAN), Persekutuan Wanita Kristen 

Indonesia, Wanita Katolik Republik Indonesia, serta Ikatan Wanita Pengusaha 

Indonesia Kabupaten Lamandau. Selain itu, kegiatan ini juga melibatkan 

penanggung jawab apotek serta pemilik sarana peredaran obat bahan alam di 

wilayah Lamandau. 
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Gambar 28 Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat melaksanakan kegiatan 

Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) dengan tema “Menjadi Konsumen Cerdas, 
Jaga Keluarga Indonesia” di Lamandau 

 

5. Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat  melasakanakan kegiatan koordinasi 

dalam rangka Advokasi Penilaian Kabupaten/Kota Pangan Aman secara hybrid, 

yaitu secara luring di Aula Pertemuan Badan Pengelolaan Keuangan dan 

Pendapatan Daerah Kabupaten Lamandau serta daring melalui Zoom Meeting 

pada hari Senin tanggal Kamis tanggal 28 September 2025. Pertemuan ini menjadi 

langkah awal dalam memperkuat sinergi lintas sektor guna mendukung 

implementasi program Kabupaten/Kota Pangan Aman sebagai bagian dari target 

pembangunan nasional. 

 Koordinasi ini melibatkan berbagai perangkat daerah, di antaranya Dinas 

Kesehatan, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian dan Perikanan, Bappeda 

Litbang, serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dari 

empat kabupaten, yaitu Kabupaten Lamandau, Kabupaten Kotawaringin Barat, 

Kabupaten Sukamara, dan Kabupaten Seruyan. Kolaborasi ini mencerminkan 

komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan wilayah yang berorientasi pada 

keamanan pangan. Seluruh sektor yang hadir menyatakan dukungan penuh 

terhadap pelaksanaan program ini. Keamanan pangan dinilai memiliki peran 

strategis karena selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Nasional (RPJMN). Selain itu, pengawasan keamanan pangan dipandang sebagai 

tanggung jawab bersama yang membutuhkan peran aktif seluruh pemangku 

kepentingan di tingkat daerah. 
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Gambar 29 Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat melasakanakan kegiatan 

koordinasi dalam rangka Advokasi Penilaian Kabupaten/Kota Pangan Aman 

 

SEPTEMBER 

1. Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Kotawaringin Barat 

menghadirkan Kepala Loka POM Chatulis Indra Jaya, S.Farm., Apt., M.A.B., 

sebagai narasumber utama dalam Kegiatan Edukasi dan Promosi Keamanan 

Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) di Gedung Serba Guna, Jalan MT. 

Haryono, Kuala Pembuang yang diselenggarakan Dinas Ketahanan Pangan dan 

Pertanian (DKPP) Kabupaten Seruyan pada hari Kamis, tanggal 25 September 

2025. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya meningkatkan pemahaman 

masyarakat dan pemangku kepentingan terhadap pentingnya keamanan pangan 

segar yang aman dikonsumsi dan bermutu.. Ia menekankan bahwa keamanan 

pangan harus diupayakan di seluruh lini sesuai tugas dan fungsi masing-masing 

instansi.  

Badan Pengawas Obat dan Makanan berperan sebagai koordinator nasional 

dalam penyelenggaraan keamanan pangan dan terus membangun sinergi 

dengan pemerintah daerah guna mewujudkan sistem pengawasan pangan yang 

efektif di tingkat kabupaten/kota. Kegiatan ini diikuti oleh pelaku usaha pangan, 

aparatur pemerintah daerah, serta masyarakat umum. Melalui edukasi yang 

diberikan, diharapkan seluruh pihak semakin sadar akan pentingnya memastikan 

pangan yang diproduksi maupun dikonsumsi memenuhi standar keamanan, 

kesehatan, dan mutu. 
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Gambar 30 Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat menjadi Narasumber dalam 

Kegiatan Edukasi dan Promosi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) 

 

2. Pada hari Minggu, 28 September 2025, Loka Pengawas Obat dan Makanan 

(Loka POM) di Kabupaten Kotawaringin Barat berkolaborasi dalam kegiatan 

Pelatihan Petugas Penjamah Makan pada Dapur Satuan Pemenuhan 

Pelayananan Gizi (SPPG) yang diselenggarakan oleh Kedeputian Bidang 

Penyediaan dan Penyaluran Badan Gizi Nasional. Kegiatan ini berlangsung di 

Hotel Mercure Pangkalan Bun dan diikuti oleh 68 peserta dari berbagai instansi 

terkait. 

Dalam kegiatan tersebut, Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat berperan 

sebagai narasumber pada sesi Pelatihan Keamanan Pangan yang disampaikan 

langsung oleh Kepala Loka POM Chatulis Indra Jaya, S.Farm., Apt., M.A.B.,. 

Dalam paparannya, beliau menekankan pentingnya penerapan prinsip 

keamanan pangan di dapur SPPG guna mencegah risiko kontaminasi, menjaga 

kebersihan proses pengolahan makanan, serta menjamin asupan gizi yang aman 

bagi penerima manfaat. Pelatihan ini bertujuan meningkatkan kapasitas dan 

pemahaman petugas penjamah makanan dalam mendukung pelayanan gizi 

yang aman, higienis, dan berkualitas. Kehadiran peserta lintas sektor 

mencerminkan komitmen bersama dalam memastikan mutu pelayanan gizi bagi 

masyarakat. 
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Gambar 31 Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat berkolaborasi dalam 
kegiatan Pelatihan Petugas Penjamah Makan pada Dapur Satuan Pemenuhan 

Pelayananan Gizi (SPPG) 

OKTOBER 

 

1. Loka Pengawas Obat dan Makanan (POM) di Kabupaten Kotawaringin Barat 

melaksanakan kegiatan Operasional Laboratorium Keliling pada tanggal 22 

Oktober 2025 di Kabupaten Seruyan, Kuala Pembuang Dua tepatnya di SD Negeri 

2 Kuala Pembuang. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan keamanan pangan 

jajanan anak sekolah melalui pengujian sampel langsung di lapangan 

menggunakan mobil laboratorium keliling. 

Dari hasil pengujian terhadap 17 sampel pangan jajanan yang diambil dari 

pedagang di sekitar sekolah, seluruhnya dinyatakan memenuhi syarat (MS). 

Selain itu, petugas juga memberikan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) 

kepada para pedagang mengenai penggunaan bahan tambahan pangan yang 

aman, serta pentingnya menjaga higiene dan sanitasi dalam proses pengolahan 

makanan. 
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Gambar 32 Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat melaksanakan kegiatan 

Operasional Laboratorium Keliling di Kabupaten Seruyan 

2. Pada Senin, tanggal 27 Oktober 2025, Kepala Loka POM di Kabupaten 

Kotawaringin Barat, Chatulis Indra Jaya, S.Farm., Apt., M.A.B., menghadiri Rapat 

Koordinasi Tatalaksana MBG yang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan 

Kabupaten Kotawaringin Barat. Kegiatan ini menjadi forum strategis dalam 

memperkuat kolaborasi lintas sektor guna memastikan penanganan MBG berjalan 

secara terintegrasi dan optimal. 

Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, 

antara lain perwakilan Badan Karantina Kesehatan Sampit, Dinas Pendidikan, SPPI 

Kotawaringin Barat (BGN), RSUD Imanuddin, Labkesda Kotawaringin Barat, serta 

Kepala Puskesmas Madurejo dan Kepala Puskesmas Kumai. 

 
Gambar 33 Kepala Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat menghadari Rapat 

Koordinasi Tatalaksana MBG di Kabupaten Kotawaringin Barat 
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NOVEMBER 

1. Pada hari Rabu, tanggal 5 November 2025, Loka Pengawas Obat dan Makanan 

(Loka POM) di Kabupaten Kotawaringin Barat turut menghadiri kegiatan Press 

Release dan pemusnahan barang bukti tindak pidana narkotika di wilayah hukum 

Polres Kotawaringin Barat. Pemusnahan ini merupakan hasil pengungkapan 

kasus narkotika yang dilakukan selama periode Mei hingga Oktober 2025. 

Dalam kurun waktu tersebut, aparat penegak hukum berhasil mengamankan 42 

tersangka dengan total barang bukti berupa sabu seberat 459,09 gram dan 

ekstasi sebanyak 24 butir. Pada kegiatan pemusnahan yang dilaksanakan hari 

ini, barang bukti yang dimusnahkan mencapai 364,18 gram sabu dan ekstasi, 

sementara sebagian lainnya disisihkan untuk kepentingan persidangan serta uji 

laboratorium.Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kapolres Kotawaringin Barat, 

Theodorus Priyo Santosa, didampingi Kasat Narkoba Ancas Apta Nirbaya. 

 

  
Gambar 34 Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat menghadiri kegiatan Press 

Release dan pemusnahan barang bukti tindak pidana narkotika di wilayah hukum 
Polres Kotawaringin Barat 

 

2. pada hari Selasa, tanggal 18 November 2025, Kepala Loka Pengawas Obat dan 

Makanan di Kabupaten Kotawaringin Barat Chatulis Indra Jaya, S.Farm., Apt., 

M.A.B.,. menghadiri kegiatan pemusnahan perbekalan farmasi rusak dan 

kedaluwarsa yang diadakan Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Kabupaten 

Sukamara. Kagiatan ini dilakukan sebagai bagian dari pengelolaan sediaan 

farmasi yang tidak lagi memenuhi persyaratan mutu, keamanan, dan khasiat. 

Langkah ini merupakan bentuk komitmen dalam menjaga kualitas pelayanan 

kesehatan serta mencegah potensi peredaran produk yang tidak layak 
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digunakan. Kegiatan tersebut juga dihadiri perwakilan Inspektorat dan Badan 

Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) sebagai saksi, serta Kepala 

Dinas Kesehatan Sukamara Ari Junita, S.Si., Apt. Kolaborasi lintas sektor ini 

mencerminkan komitmen bersama dalam mendukung tata kelola farmasi yang 

transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

  
Gambar 35 Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat menghadiri kegiatan 

pemusnahan perbekalan farmasi rusak dan kedaluwarsa di Instalasi Farmasi Dinas 
Kesehatan Kabupaten Sukamara 

 

3. Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat mengadakan Sosialisasi dan Desk 

Konsultasi dalam rangka Jemput Bola Registrasi Pangan Olahan serta 

Bimbingan Teknis Penyusunan Corrective Action and Preventive Action (CAPA) 

pada hari Kamis, tanggal 27 November 2025.  

Kegiatan diikuti pelaku usaha produksi pangan olahan di wilayah kerja Loka POM 

di Kabupaten Kotawaringin Barat melalui pemaparan materi teknis, 

pendampingan Desk CAPA hasil temuan pemeriksaan sarana, dan Desk 

Registrasi Jemput Bola untuk penerbitan Nomor Izin Edar (NIE). 

Hasil Desk Registrasi Jemput Bola menerbitkan 3 Nomor Izin Edar / NIE produk 

yaitu Es Batu Kristal Talita Ice, AMDK Banyu Kinum Al Kids, dan Amplang Mase 

Rachman. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa pendampingan intensif dan 

kolaboratif mampu mempercepat proses legalitas serta memberdayakan UMKM 

agar siap bersaing di pasar yang lebih luas. 
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Gambar 36 Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat mengadakan Sosialisasi 
dan Desk Konsultasi dalam rangka Jemput Bola Registrasi Pangan Olahan serta 
Bimbingan Teknis Penyusunan Corrective Action and Preventive Action (CAPA) 

 

DESEMBER 

1. Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat hadir sebagai narasumber dalam 

Pertemuan Rutin dan Silaturahmi Ikatan Adhyaksa Dharmakarini (IAD) Dalam 

sesi “Kulik Perizinan BPOM untuk Skincare”, Loka POM berbagi informasi 

mengenai pentingnya memilih produk kosmetika yang memenuhi ketentuan, 

proses perizinan kosmetika, cara mengecek legalitas produk, serta tips 

mengenali kosmetika yang telah memenuhi persyaratan sebagai bagian dari 

upaya mendorong masyarakat untuk cerdas memilih dan menggunakan 

kosmetika aman pada hari selasa, tanggal 9 Desember 2025. 

 
Gambar 37 Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat hadir sebagai narasumber 

dalam Pertemuan Rutin dan Silaturahmi Ikatan Adhyaksa Dharmakarini (IAD) 
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2. Kepala Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat, Chatulis Indra Jaya, 

S.Farm., Apt., M.A.B, melakukan koordinasi dengan Kepala Dinas Pertanian 

Kabupaten Kotawaringin Barat, Ir. Kris Budi Hastuti, sebagai langkah awal 

pelaksanaan pemeriksaan bersama (join inspection) terkait pengawasan obat 

pada rantai distribusi produk peternakan pada Rabu, tanggal 10 Desember 2025.   

 Koordinasi ini merupakan tindak lanjut dari Kesepakatan Bersama antara 

Kementerian Pertanian dan Badan Pengawas Obat dan Makanan nomor 

08/MoU/HK.220/M/1/2020 dan nomor KS.01.01.1.2.01.20.05 tentang 

Pengawasan Obat, Obat Hewan dan Pangan dalam rangka peningkatan 

keamanan, mutu dan daya saing produk pertanian. 

 
Gambar 38 Loka POM Kobar dan Dinas Pertanian Perkuat Koordinasi Pengawasan 

Distribusi Obat di Sektor Kesehatan Hewan 

 

3. Pada hari Selasa, tanggal 2 Desember 2025, Loka POM di Kabupaten 

Kotawaringin Barat melakukan Intensifikasi Pengawasan Pangan (Inwas) Dalam 

rangka pengawalan keamanan pangan bagi masyarakat menjelang Hari Raya 

Natal Tahun 2025 dan Tahun Baru 2026 untuk memastikan produk pangan aman 

dan bermutu di peredaran. 

Lokasi pengawasan tahap 1 dan 2 dilakukan di sarana peredaran pangan seperti 

gudang distributor dan supermarket. Pada Inwas ini masih ditemukan pangan 

Tanpa Izin Edar (TIE), kedaluwarsa, rusak (seperti kemasan penyok, kaleng 

berkarat, dan lain-lain). Kepada sarana yang melakukan pelanggaran telah 

diberikan tindak lanjut berupa pembinaan, surat peringatan dan pemusnahan 

produk yang tidak memenuhi syarat. 
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Gambar 39 Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat melakukan Intensifikasi 
Pengawasan Pangan (Inwas) Dalam rangka pengawalan keamanan pangan bagi 

masyarakat menjelang Hari Raya Natal Tahun 2025 dan Tahun Baru 2026 
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BAB I PENDAHULUAN 

 

1.1. LATAR BELAKANG 

Sebagai upaya untuk meningkatkan Sistem Pengawasan Obat dan Makanan, 

Pemerintah pada tanggal 10 Maret 2017 telah mengeluarkan Instruksi Presiden RI 

Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan 

Makanan. Dalam Instruksi Presiden ini dijelaskan Instruksi Presiden kepada 11 

(sebelas) Kementerian/Lembaga termasuk pemerintah daerah untuk meningkatkan 

efektivitas dan penguatan pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan tugas, 

fungsi dan wewenangnya masing- masing. Adanya Instruksi Presiden yang baru ini 

tentu memperkuat posisi strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) 

sebagai perisai utama dalam mengawal sistem Pengawasan Obat dan Makanan. 

Dalam menghadapi perubahan lingkungan strategis pada Tahun 2025-2029, 

BPOM memahami pentingnya upaya memperkuat pengawasan obat dan makanan 

untuk menjaga kesehatan masyarakat. Lingkungan strategis yang dinamis 

dipengaruhi oleh faktor global, teknologi baru, dan dinamika sosial ekonomi. Masa 

depan pengawasan produk sediaan farmasi dan pangan olahan menuntut adaptasi 

dan inovasi yang responsif terhadap dinamika global, ancaman kesehatan yang 

berpotensi muncul dan perkembangan teknologi. Dengan mengidentifikasi potensi 

yang dapat dimaksimalkan dan permasalahan yang perlu diatasi, BPOM dapat 

merancang strategi yang efektif untuk meningkatkan layanan publik dan memastikan 

implementasi pengawasan yang lebih berkualitas dan efektif. 

Isu pokok lingkungan strategis eksternal yang dihadapi oleh BPOM, yaitu 

kesehatan dalam peningkatan kualitas pembangunan manusia dalam rangka 

peningkatan daya saing bangsa, serta peningkatan pembangunan sektor strategis 

dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, dan isu sosial ekonomi nasional. Isu 

kesehatan terkait dengan perlunya peningkatan pengawasan kualitas Obat dan 

Makanan utamanya dalam rangka mengawal Sistem Kesehatan Nasional (SKN) dan 

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), agenda Sustainable Development Goals (SDGs), 

keamanan pangan, serta perubahan iklim dunia. Terkait dengan isu pembangunan 

pada sektor strategis, Obat dan Makanan merupakan komoditi yang penting 

keberadaannya pada struktur perekonomian nasional. 
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Hal ini ditandai dengan kontribusi industri Obat dan Makanan terhadap 

perekonomian nasional dari sektor nonmigas. Adapun isu terkait sosial-ekonomi 

global, khususnya tantangan di bidang sosial dan demografi, perubahan ekonomi dan 

sosial masyarakat perdagangan bebas dan komitmen internasional serta 

perkembangan teknologi. Menghadapi tantangan tersebut, Loka POM di Kabupaten 

Kotawaringin Barat secara efektif melaksanakan pengawasan premarket, postmarket, 

dan tindak lanjut dari hasil pengawasan; penguatan dalam penindakan terhadap 

pelanggaran hukum atas jaminan keamanan, manfaat, dan mutu Obat dan Makanan; 

peningkatan kualitas pelayanan publik yang lebih efektif dan lebih mendekatkan Loka 

POM di Kabupaten Kotawaringin Barat ke masyarakat; serta peningkatan pemahaman 

dan keterlibatan pelaku usaha, pemangku kepentingan, dan masyarakat dalam 

pengawasan Obat dan Makanan. 

 

1.2. GAMBARAN UMUM ORGANISASI 

Sebagai tindak lanjut arahan Presiden dalam rangka penyederhanaan birokrasi 

yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan dan mempercepat 

pengambilan keputusan terbit Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 

19 Tahun 2023 pada tanggal 8 Agustus 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit 

Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan. Wilayah cakupan 

pengawasan Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat, meliputi 4 kabupaten yaitu 

Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Lamandau dan 

Kabupaten Sukamara. Berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 19 Tahun 2023 tugas 

UPT BPOM ialah melaksanakan tugas teknis Operasional di bidang pengawasan 

Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam 

menjalankan tugasnya, UPT BPOM menyelenggarakan fungsi : 

3. Penyusunan rencana, program dan anggaran di bidang pengawasan Obat 

dan Makanan; 

4. Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan; 

5. Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan 

fasilitas pelayanan kefarmasian; 

6. Pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat 

dan Makanan; 
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7. Pelaksanaan sampling Obat dan Makanan; 

8. Pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan; 

9. Pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan; 

10. Pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka 

investigasi dan penyidikan; 

11. Pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran 

ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan 

Makanan;  

12. Pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber; 

13. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi dan pengaduan masyarakat di 

bidang pengawasan Obat dan Makanan; 

14. Pelaksanaan kerjasama di bidang pengawasan Obat dan Makanan; 

15. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan 

Obat dan Makanan; 

16. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan 

17. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.  

Visi dan misi BPOM, yaitu: 

a. Visi BPOM 

“Terwujudnya sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman, bermutu, 

dan berdaya saing dalam mendukung masyarakat sehat dan sejahtera bersama 

Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045“. 

b. Misi BPOM 

1. Meningkatkan efektivitas pengawasan sediaan farmasi dan pangan 

olahan serta penindakan kejahatan sediaan farmasi dan pangan 

olahan melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. 

2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha sediaan 

farmasi dan pangan olahan termasuk UMKM dalam rangka 

membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing. 

3. Meningkatkan kapasitas masyarakat dibidang sediaan farmasi dan 

pangan olahan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh 

pemangku kepentingan.  
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4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk 

memberikan pelayanan publik yang prima di bidang sediaan farmasi 

dan pangan olahan. 

 

1.3. STRUKTUR ORGANISASI 

Berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan, Loka 

POM di Kabupaten Kotawaringin Barat berada di bawah dan bertanggung jawab 

kepada Kepala Badan. Pembinaan teknis dilakukan oleh Deputi terkait, sedangkan 

pembinaan administratif dilakukan oleh Sekretaris Utama. Struktur organisasi Loka 

POM di Kabupaten Kotawaringin Barat terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional yang 

bertanggung jawab langsung kepada Kepala Loka POM. 

 
Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat 

 

1.4. ISU STRATEGIS 

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan bagian integral dari upaya 

pembangunan kesehatan di Indonesia. Dalam melindungi masyarakat dari Obat dan 

Makanan yang berisiko terhadap kesehatan, BPOM melaksanakan sistem 

pengawasan full spectrum mulai dari pre-market hingga post-market yang disertai 

dengan upaya penegakan hukum dan pemberdayaan masyarakat. Dalam 

melaksanakan tugas pokok dan fungsinya BPOM tidak bertindak sebagai single 

player. Kerjasama dengan berbagai lintas sektor terutama pemerintah daerah 

diperlukan untuk memperluas cakupan pengawasan Obat dan Makanan. Menghadapi 
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era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), BPOM mengubah paradigma pengawasan 

dari watchdog control menjadi proactive control dengan mendorong penerapan Risk 

Management Program. 

1.4.1. Isu Internal 

a. Terdapat reagen tes kit yang mudah menguap; 

b. Tes Kit untuk Food Security kedaluwarsa tetapi belum pernah dipakai; 

c. Kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi dapat menurunkan citra 

UPT; 

d. BMN hilang atau rusak; 

e. Pengembalian kuitansi ke penanggungjawab; 

f. Kualitas sinyal provider jelek di wilayah perkebunan; 

g. Keterlambatan pembayaran Pajak; 

h. Penyerapan Anggaran menjadi terlambat; 

i. KIE tidak dapat dilaksanakan efektif; 

j. Barang bukti hilang atau rusak; 

k. Nilai reputasi Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat turun; 

l. Kesalahan pembayaran kepada supplier; 

m. Penentuan penilaian sarana dan tindak lanjut pemeriksaan salah; 

n. Penentuan penilaian sarana dan tindak lanjut pemeriksaan salah; 

o. Pelaksanaan BAP tidak nyaman; 

p. Kehilangan peluang untuk menjadi target kasus; 

q. Terhambatnya pencapaian IKU Nilai Pemenuhan Lab Pengujian 

Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar 

Kemampuan Laboratorium; 

r. Alat laboratorium belum dimanfaatkan secara maksimal; 

s. Terhambatnya pencapaian IKU Nilai Pemenuhan Lab Pengujian 

Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar 

Kemampuan Laboratorium; 

t. Persiapan kegiatan KIE kurang maksimal; 

u. Layanan pengaduan konsumen di Simpel LPK tidak terlaporkan tepat 

waktu; 

v. Pencatatan persediaan tidak tertelusur; 
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w. Pegawai menjadi ragu untuk menyampaikan informasi yang negatif, 

perilaku yang tidak benar atau penyimpangan; 

x. Dokumen pembayaran pajak menjadi tidak tertelusur; 

y. Hasil pelatihan tidak tersampaikan kepada seluruh pegawai; 

z. Penurunan nilai pemanfaatan implementasi Digipay 

1.4.2. Isu Eksternal 

a. Sampel regionalisasi rusak pada saat pengiriman; 

b. Waktu pelaksanaan sidang tidak sesuai dengan jadwal undangan 

sidang; 

c. Target sosialisasi, KIE mengenai pengawasan Obat dan Makanan 

kepada masyarakat belum menjangkau ke semua kalangan dan 

semua daerah di wilayah kerja Loka POM; 

d. Beredarnya Minyak goreng sawit dengan nomor izin edar tidak sesuai 

ketentuan / ilegal; 

e. Penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan obat dan makanan 

tidak efektif; 

f. Kasus penindakan tidak selesai; 

g. Beredarnya minyak goreng sawit dengan nomor izin edar tidak sesuai 

ketentuan / ilegal; 

h. Produk yang dikonsumsi masyarakat tidak terjamin keamanan dan 

mutunya; 

i. Produk yang dikonsumsi masyarakat tidak bermutu; 

j. Kualitas perlengkapan KIE kurang bagus; 

k. Nilai indeks survei kepuasan masyarakat untuk aspek Persyaratan 

dan Sistem Mekanisme Prosedur menjadi aspek yang rendah dalam 

beberapa tahun terakhir; 

l. Informasi tidak sampai ke penerima 
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BAB II PERENCANAAN KINERJA 

 

2.1. URAIAN SINGKAT RENSTRA 

Perencanaan Tahun 2025 Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat tertuang 

dalam Rencana Strategis (Renstra) Loka POM di Kabupaten Kotaweringin Barat tahun 

2025-2029 berdasarkan Keputusan Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan di 

Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor HK.02.02.15C.12.25.51 tanggal 7 Desember 

2025. Renstra tersebut memuat visi, misi, budaya organisasi, tujuan, sasaran 

strategis, arah kebijakan, target kinerja program dan kegiatan Loka POM di Kabupaten 

Kotawaringin Barat. Sejalan dengan visi dan misi pembangunan dalam RPJMN 2025-

2029, maka Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat telah menetapkan Visi dan 

Misi BPOM 2025-2029 yaitu: 

 
Gambar 2. 1 Visi dan Misi Badan Pengawas Obat dan Makanan 2025-2029 

 

Dalam rangka pencapaian visi dan pelaksanaan misi pengawasan Obat dan 

Makanan, maka tujuan pengawasan Obat dan Makanan yang akan dicapai dalam 

kurun waktu 2025-2029 adalah: 

1. Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan 

Bermutu: Tujuan ini menegaskan komitmen BPOM dalam memastikan 
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bahwa semua produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang beredar di 

pasaran memenuhi standar keamanan dan kualitas yang ketat. Ini 

merupakan landasan dasar dalam perlindungan kesehatan publik dan 

penjaminan akses masyarakat terhadap produk yang aman dan 

berkualitas. 

2. Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas Memilih Sediaan Farmasi dan 

Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu: Melalui tujuan ini, BPOM 

berupaya untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat 

mengenai pentingnya memilih sediaan farmasi dan pangan olahan yang 

aman dan bermutu. Edukasi konsumen menjadi kunci dalam mendorong 

masyarakat untuk membuat keputusan yang informasi dan bertanggung 

jawab dalam konsumsi sediaan farmasi dan pangan olahan. 

3. Terwujudnya Pertumbuhan Dunia Usaha yang Mendukung Daya Saing 

Industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta Kemandirian Bangsa 

dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM: Tujuan ini menggarisbawahi 

pentingnya dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi, khususnya melalui 

pemberdayaan UMKM di sektor sediaan farmasi dan pangan olahan. 

BPOM berupaya memberikan pendampingan regulatori kepada pelaku 

usaha agar siap memenuhi persyaratan perizinan, yang pada gilirannya 

akan meningkatkan daya saing industri nasional dan mewujudkan 

kemandirian bangsa. 

4. Terwujudnya Perlindungan Masyarakat dari Kejahatan Sediaan Farmasi 

dan Pangan Olahan: Tujuan ini menekankan peran BPOM dalam 

melindungi masyarakat dari risiko kejahatan sediaan farmasi dan pangan 

olahan, melalui pengawasan yang efektif dan penindakan terhadap 

pelanggaran yang dapat membahayakan kesehatan publik. 

5. Terwujudnya Organisasi yang Profesional, Adaptif, Efektif dan Efisien serta 

Layanan Publik yang Prima: Melalui tujuan ini, BPOM berkomitmen untuk 

terus memperbaiki dan mengoptimalkan kinerja organisasi, dengan 

menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, responsif, dan 

berorientasi pada hasil yang berkualitas. Peningkatan kapasitas organisasi 
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ini diharapkan dapat memperkuat kemampuan BPOM dalam memberikan 

layanan publik yang prima. 

 
Gambar 2. 2 Peta Strategis Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat 

 

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Loka POM di Kabupaten Kotawaringin 

Barat p a d a  Ta h u n  2 0 2 5  menggunakan 8 (delapan) sasaran kegiatan dengan 27 

(dua puluh tujuh) indikator yang dilengkapi dengan target kinerja berdasarkan Renstra 

Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2025-2029.  

 

2.2. RENCANA KINERJA TAHUN (RKT) 

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 

(satu) tahun yang merupakan penjabaran sasaran dan program yang telah ditetapkan 

dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh satuan kerja melalui berbagai kegiatan 

tahunan. RKT meliputi sasaran kegiatan, sasaran program, sasaran kegiatan utama, 

indikator kinerja utama, dan target yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan 

dengan melakukan penetapan sasaran, penyusunan indikator sasaran dan penetapan 

target. RKT disusun dan disahkan setelah dokumen RKP tahun berjalan ditetapkan. 

RKT Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat ditetapkan pada tanggal 20 

September 2024.  
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Salah satu tujuan RKT disusun adalah sebagai acuan dalam penyusunan 

Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga. Rencana Kinerja Tahun 2025 Loka 

POM di Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai berikut: 

Tabel 2. 1 Rencana Kinerja Tahun 2025 Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat 

No. Sasaran Kinerja Indikator Kinerja Target 

1 Meningkatnya efektivitas 

Pengawasan produk Sediaan 

Farmasi dan Pangan Olahan 

di wilayah kerja UPT 

Persentase Sediaan Farmasi 

yang diperiksa dan diuji sesuai 

standar 

100 

Persentase pangan olahan 

dalam kemasan yang diperiksa 

dan diuji sesuai standar 

100 

Persentase sampel KLB 

keracunan pangan yang diuji 

sesuai standar 

100 

Persentase PIRT yang 

diperiksa dan diuji sesuai 

standar 

100 

2 Meningkatnya tindaklanjut 

rekomendasi hasil 

pengawasan oleh lintas sektor 

Persentase rekomendasi hasil 

pengawasan Sediaan Farmasi 

dan Pangan Olahan yang 

disampaikan ke stakeholder 

tepat waktu 

100 

3 Meningkatnya efektivitas 

pemeriksaan sarana produksi 

dan distribusi Sediaan 

Farmasi dan Pangan Olahan 

Persentase sarana produksi 

Sediaan Farmasi yang 

diperiksa dan ditindaklanjuti 

sesuai ketentuan 

100 

Persentase sarana produksi 

Pangan Olahan yang diperiksa 

dan ditindaklanjuti sesuai 

ketentuan 

100 

Persentase sarana distribusi 

Sediaan Farmasi yang 
100 
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No. Sasaran Kinerja Indikator Kinerja Target 

diperiksa dan ditindaklanjuti 

sesuai ketentuan 

Persentase sarana distribusi 

Pangan Olahan yang diperiksa 

dan ditindaklanjuti sesuai 

ketentuan 

100 

Persentase iklan sediaan 

Farmasi dan Pangan Olahan 

yang diawasi sesuai ketentuan 

100 

4 Meningkatnya Efektifitas 

Pengawasan Sarana Produksi 

Pangan Fortifikasi 

Persentase sarana produksi 

pangan fortifikasi yang 

diperiksa dan ditindaklanjuti 

sesuai ketentuan 

100 

5 Menguatnya Lab Pengawasan 

Sediaan Farmasi dan Pangan 

Olahan di wilayah kerja UPT 

Nilai pemenuhan Lab 

Pengujian Sediaan Farmasi 

dan Pangan olahan UPT 

sesuai Standar Kemampuan 

Laboratorium 

11 

6 Meningkatnya efektivitas KIE 

di masing-masing wilayah 

kerja UPT 

Tingkat efektivitas KIE Sediaan 

Farmasi dan Pangan Olahan di 

wilayah kerja UPT 

93 

Jumlah sekolah pangan 

jajanan anak usia sekolah 

(PJAS) aman 

2 

Jumlah desa pangan aman 1 

Jumlah pasar pangan aman 

berbasis komunitas 
1 

7 Meningkatnya 

pendampingan UMKM 

dalam pemenuhan standar 

keamanan dan mutu 

Persentase UMKM yang 

didampingi dan memperoleh 

rekomendasi sertifikat cara 

pembuatan OBA, Kos yang 

85 
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No. Sasaran Kinerja Indikator Kinerja Target 

baik dan/atau IP CPPOB 

Pangan Olahan 

8 Terlaksananya Penindakan 

Kejahatan Sediaan Farmasi 

dan Pangan Olahan yang 

efektif di wilayah kerja UPT 

Persentase Keberhasilan 

Penyidikan Kejahatan Sediaan 

Farmasi dan Pangan Olahan di 

UPT 

100 

9 Terlaksananya kegiatan 

pemantauan siber dan deteksi 

kejahatan di bidang Sediaan 

Farmasi dan Pangan Olahan 

yang efektif 

Jumlah Laporan Analisis 

Kejahatan Sediaan Farmasi 

dan Pangan Olahan yang 

diselesaikan oleh UPT 

14 

10 Layanan Publik UPT yang 

Prima 

Indeks Pelayanan Publik UPT 
3,75 

11 Terwujudnya Tatakelola 

Pemerintah Unit Organisasi 

yang Optimal 

Nilai AKIP UPT BPOM 76,45 

Nilai Kinerja Anggaran UPT 

BPOM 
91,5 

Indeks Manajemen Risiko UPT 

BPOM 
3 

Penyusunan Target pada Rencana Kinerja Tahunan (RKT) berdasarkan pada 

usulan awal terkait target indikator UPT Tahun 2025-2029 dari unit pengampu yang 

disampaikan melalui bitly https://bit.ly/MatriksBahanDeskTargetUPT20252029 dan 

kemudian setelah dilakukan penyusunan renstra berdasarkan draft renstra 2025-2029 

terdapat beberapa perubahan indikator kinerja serta adanya perubahan target kinerja 

dari hasil desk terkait target renstra. Oleh karena itu terdapat beberapa perbedaan 

antara indikator kinerja dan target kinerja yang ada di RKT Tahun 2025 dengan 

Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025. 

 

2.3. PERJANJIAN KINERJA 

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, 

dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kepala Loka POM di Kabupaten 

Kotawaringin Barat menandatangani Perjanjian Kinerja pada 12 Februari 2025 untuk 

https://bit.ly/MatriksBahanDeskTargetUPT20252029
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mencapai target kinerja seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen Draft Awal 

Renstra Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2025-2029 dan DIPA 

Awal Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2025 dengan 

jumlah anggaran sebesar Rp 3.431.507.000,- (Tiga Miliar Empat Ratus Tiga Puluh 

Satu Juta Lima Ratus Tujuh Ribu Rupiah).  

Tabel 2. 2 Perjanjian Kinerja Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 
2025 Revisi 

NO. SASARAN KEGIATAN 
INDIKATOR KINERJA 

KEGIATAN 
TARGET 

1. 01 – Meningkatnya efektivitas 

pengawasan Sediaan 

Farmasi dan Pangan Olahan 

di wilayah kerja UPT 

01 – Persentase sampel 

Sediaan Farmasi berisiko 

yang ditindaklanjuti sesuai 

ketentuan 

80.5 Persentase 

03 – Persentase sampel 

Pangan Olahan berisiko 

yang ditindaklanjuti sesuai 

ketentuan 

75 Persentase 

04 – Persentase sampel 

KLB keracunan pangan 

yang diuji sesuai standar 

100 Persentase 

05 – Persentase sampel 

PIRT berisiko yang 

ditindaklanjuti sesuai 

ketentuan 

85 Persentase 

06 – Persentase 

keputusan/rekomendasi 

hasil pengawasan 

Sediaan Farmasi dan 

Pangan Olahan yang 

ditindaklanjuti oleh 

stakeholder 

99.3 Persentase 
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NO. SASARAN KEGIATAN 
INDIKATOR KINERJA 

KEGIATAN 
TARGET 

07 – Persentase sarana 

produksi Sediaan Farmasi 

yang diperiksa dan 

ditindaklanjuti sesuai 

ketentuan 

90 Persentase 

08 – Persentase sarana 

produksi Pangan Olahan 

yang diperiksa dan 

ditindaklanjuti sesuai 

ketentuan 

90 Persentase 

09 – Persentase fasilitas 

distribusi Sediaan Farmasi 

yang diperiksa dan 

ditindaklanjuti sesuai 

ketentuan 

95.25 

Persentase 

10 – Persentase sarana 

distribusi Pangan Olahan 

yang diperiksa dan 

ditindaklanjuti sesuai 

ketentuan 

75 Persentase 

11 – Persentase iklan 

Sediaan Farmasi dan 

Pangan Olahan yang 

diawasi sesuai ketentuan 

83.96 

Persentase 

2. 02 – Meningkatnya 

Efektivitas Pengawasan 

Sarana Produksi Pangan 

Fortifikasi 

01 – Persentase cakupan 

sarana produksi pangan 

fortifikasi yang diperiksa 

dan ditindaklanjuti sesuai 

ketentuan 

80 Persentase 
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NO. SASARAN KEGIATAN 
INDIKATOR KINERJA 

KEGIATAN 
TARGET 

3. 03 – Menguatnya Lab 

Pengawasan Sediaan Farmasi 

dan Pangan Olahan 

Nilai pemenuhan Lab 

Pengujian Sediaan 

Farmasi dan Pangan 

Olahan sesuai Standar 

Kemampuan Laboratorium 

11.5 Nilai 

4. 04 – Meningkatnya efektivitas 

KIE di masing-masing 

wilayah kerja UPT 

01 – Tingkat efektivitas KIE 

Sediaan Farmasi dan 

Pangan Olahan di wilayah 

kerja UPT 

84.52 

Persentase 

02 – Jumlah sekolah yang 

melaksanakan 

pembudayaan keamanan 

pangan 

2 Jumlah 

Sekolah 

03 – Jumlah desa pangan 

aman 

1 Jumlah Desa 

04 – Jumlah pasar pangan 

aman berbasis komunitas 

1 Jumlah Pasar 

5. 05 – Meningkatnya 

pendampingan UMKM dalam 

pemenuhan standar 

keamanan dan mutu 

01 – Persentase UMKM 

yang didampingi dan 

memperoleh rekomendasi 

sertifikat cara pembuatan 

OBA, Kos yang baik 

dan/atau IP CPPOB 

pangan olahan 

80 Persentase 

6. 06 – Terlaksananya 

Pendidikan dan Kesehatan 

Sediaan Farmasi dan 

Pangan Olahan yang efektif 

di wilayah kerja UPT 

01 – Persentase 

Keberhasilan Pendidikan 

Kesehatan Sediaan 

Farmasi dan Pangan 

Olahan di UPT 

96 Persentase 
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NO. SASARAN KEGIATAN 
INDIKATOR KINERJA 

KEGIATAN 
TARGET 

7. 07 – Terlaksananya kegiatan 

deteksi kejahatan di bidang 

Sediaan Farmasi dan 

Pangan Olahan yang efektif 

di wilayah kerja UPT 

01 – Persentase Laporan 

Analisis Kejahatan 

Sediaan Farmasi dan 

Pangan Olahan yang 

diselesaikan sesuai 

standar 

90 Persentase 

8. 08 – Layanan Publik UPT 

yang prima 

01 – Indeks Pelayanan 

Publik UPT 

3.6 Indeks 

9. 09 – Terwujudnya tata kelola 

pemerintah Unit Organisasi 

yang optimal 

02 – Nilai AKIP UPT BPOM 76.7 Persentase 

03 – Nilai Kinerja 

Anggaran UPT BPOM 

5 Nilai 

04 – Indeks Manajemen 

Risiko UPT BPOM 

2.75 Indeks 

05 – Persentase 

implementasi rencana aksi 

Reformasi Birokrasi di 

lingkup UPT 

100 Persentase 

Kemudian, terdapat perubahan Perjanjian Kinerja yang ditandatangani Kepala 

Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat dan disetujui oleh Kepala Badan 

Pengawas Obat dan Makanan pada tanggal 29 Agustus 2025 untuk mencapai target 

kinerja dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan 

dan akuntabel serta berorientasi pada hasil sesuai Renstra Loka POM di Kabupaten 

Kotawaringin Barat tahun 2025-2029 dan Alokasi anggaran Loka POM di Kabupaten 

Kotawaringin Barat Tahun 2025 dengan jumlah anggaran sebesar Rp 3.682.388.000,- 

(Tiga Miliar Enam Ratus DelapanPuluh Dua Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Delapan 

Ribu Rupiah).  

Pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025 terdapat beberapa perbedaan target 

dengan yang telah ditetapkan pada Draft Renstra Loka POM di Kabupaten 

Kotawaringin Barat tahun 2025-2029 dan Rencana Kinerja Tahunan 2025 

dikarenakan adanya perubahan target kinerja setelah dilakukan reviu dan desk renstra 
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dengan unit pengampu masing-masing indikator kinerja beserta biro perencanaan 

keuangan. Selain itu pada awal penyusunan draft renstra disebutkan bahwa Loka 

POM Kabupaten Kotawaringin Barat tidak memiliki target pada persentase Sampel 

KLB Keracunan Pangan yang Diuji Sesuai Standar, namun setelah dilakukan review 

oleh biro perencanaan keuangan dan hasil desk dinyatakan bahwa terdapat target 

terkait indikator KLB ini mulai dari tahun 2025, sehingga perlu adanya perbaikan 

ataupun penyesuaian pada draft renstra agar sesuai dengan target setelah dilakukan 

desk oleh unit pengampu setelah adanya review atas draft renstra oleh biro 

perencanaan dan keuangan.  

Selain itu, terdapat penambahan Indikator Kinerja baru berdasarkan desk oleh 

unit pengampu pada Target Kesepakatan Final Rencana Strategis 2025-2029. Yaitu, 

Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai 

ketentuan dengan target dimulai dari B8, Persentase pemenuhan target pengendalian 

AMR di Wilayah UPT dan Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam 

pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman dengan target pada B12 atau akhir tahun. 

Dan untuk sasaran kinerja Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan 

Pangan Olahan di wilayah kerja UPT dihapuskan, sehingga indikator kinerja Nilai 

pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai 

Standar Kemampuan Laboratorium masuk kedalam sasaran kinerja Meningkatnya 

efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT. 

Berdasarkan hal tersebut, maka Perjanjian Kinerja memuat sasaran kegiatan 

yang akan diwujudkan pada tahun 2025 dengan indikator kinerja yang relevan dengan 

sasaran atau kondisi yang ingin diwujudkan serta target kinerja yang akan dicapai atau 

seharusnya oleh Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai berikut 

Tabel 2. 3 Perjanjian Kinerja Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 
2025 Revisi 

NO. SASARAN KEGIATAN 
INDIKATOR KINERJA 

KEGIATAN 
TARGET 

1. 01 – Meningkatnya efektivitas 

pengawasan Sediaan 

Farmasi dan Pangan Olahan 

di wilayah kerja UPT 

01 – Persentase sampel 

Sediaan Farmasi berisiko 

yang ditindaklanjuti sesuai 

ketentuan 

90 Persentase 
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NO. SASARAN KEGIATAN 
INDIKATOR KINERJA 

KEGIATAN 
TARGET 

03 – Persentase sampel 

Pangan Olahan berisiko 

yang ditindaklanjuti sesuai 

ketentuan 

82 Persentase 

04 – Persentase sampel 

KLB keracunan pangan 

yang diuji sesuai standar 

100 Persentase 

05 – Persentase sampel 

PIRT berisiko yang 

ditindaklanjuti sesuai 

ketentuan 

91 Persentase 

06 – Persentase 

keputusan/rekomendasi 

hasil pengawasan 

Sediaan Farmasi dan 

Pangan Olahan yang 

ditindaklanjuti oleh 

stakeholder 

99.3 Persentase 

07 – Persentase sarana 

produksi Sediaan Farmasi 

yang diperiksa dan 

ditindaklanjuti sesuai 

ketentuan 

91 Persentase 

08 – Persentase sarana 

produksi Pangan Olahan 

yang diperiksa dan 

ditindaklanjuti sesuai 

ketentuan 

91 Persentase 

09 – Persentase fasilitas 

distribusi Sediaan Farmasi 

95.25 

Persentase 
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NO. SASARAN KEGIATAN 
INDIKATOR KINERJA 

KEGIATAN 
TARGET 

yang diperiksa dan 

ditindaklanjuti sesuai 

ketentuan 

10 – Persentase sarana 

distribusi Pangan Olahan 

yang diperiksa dan 

ditindaklanjuti sesuai 

ketentuan 

87 Persentase 

11 – Persentase iklan 

sediaan farmasi dan 

pangan olahan yang 

diawasi sesuai ketentuan 

91.4 Persentase 

12 – Persentase label 

produk tembakau dan/atau 

rokok elektronik yang 

diawasi sesuai standar 

85 Persentase 

13 – Persentase 

pemenuhan target 

pengendalian AMR di 

wilayah UPT 

100 Persentase 

14 – Nilai pemenuhan Lab 

Pengujian Sediaan 

Farmasi dan Pangan 

Olahan UPT sesuai 

Standar Kemampuan 

Laboratorium 

11.7 Nilai 

15 – Persentase 

Kabupaten/Kota yang 

didampingi dalam 

pencapaian 

25 Persentase 
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NO. SASARAN KEGIATAN 
INDIKATOR KINERJA 

KEGIATAN 
TARGET 

Kabupaten/Kota Pangan 

Aman 

2. 02 – Meningkatnya 

Efektivitas Pengawasan 

Sarana Produksi Pangan 

Fortifikasi 

01 – Persentase cakupan 

sarana produksi pangan 

fortifikasi yang diperiksa 

dan ditindaklanjuti sesuai 

ketentuan 

80 Persentase 

3. 04 – Meningkatnya efektivitas 

KIE di masing-masing 

wilayah kerja UPT 

01 – Tingkat efektivitas KIE 

Sediaan Farmasi dan 

Pangan Olahan di wilayah 

kerja UPT 

84.52 

Persentase 

02 – Jumlah sekolah yang 

melaksanakan 

pembudayaan keamanan 

pangan 

2 Jumlah 

Sekolah 

03 – Jumlah desa pangan 

aman 

1 Jumlah Desa 

04 – Jumlah pasar pangan 

aman berbasis komunitas 

1 Jumlah Pasar 

4. 05 – Meningkatnya 

pendampingan UMKM dalam 

pemenuhan standar 

keamanan dan mutu 

01 – Persentase UMKM 

yang didampingi dan 

memperoleh rekomendasi 

sertifikat cara pembuatan 

OBA, Kos yang baik 

dan/atau IP CPPOB 

pangan olahan 

16 Persentase 

5. 06 – Terlaksananya 

Pendidikan dan Kesehatan 

Sediaan Farmasi dan 

01 – Persentase 

Keberhasilan Pendidikan 

Kesehatan Sediaan 

96 Persentase 
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NO. SASARAN KEGIATAN 
INDIKATOR KINERJA 

KEGIATAN 
TARGET 

Pangan Olahan yang efektif 

di wilayah kerja UPT 

Farmasi dan Pangan 

Olahan di UPT 

6. 07 – Terlaksananya kegiatan 

deteksi kejahatan di bidang 

Sediaan Farmasi dan 

Pangan Olahan yang efektif 

di wilayah kerja UPT 

01 – Persentase Laporan 

Analisis Kejahatan 

Sediaan Farmasi dan 

Pangan Olahan yang 

diselesaikan sesuai 

standar 

90 Persentase 

7. 08 – Layanan Publik UPT 

yang prima 

01 – Indeks Pelayanan 

Publik UPT 

3.6 Indeks 

8. 09 – Terwujudnya tata kelola 

pemerintah Unit Organisasi 

yang optimal 

02 – Nilai AKIP UPT BPOM 76.7 Persentase 

03 – Nilai Kinerja 

Anggaran UPT BPOM 

5 Nilai 

04 – Indeks Manajemen 

Risiko UPT BPOM 

2.75 Indeks 

05 – Persentase 

implementasi rencana aksi 

Reformasi Birokrasi di 

lingkup UPT 

100 Persentase 

Penetapan target Perjanjian Kinerja tahun 2025 pada sasaran kegiatan disusun 

berdasarkan hasil review dari unit pengampu terhadap target Rencana Kinerja Tahun 

(RKT) tahun 2025 dan Draft Renstra 2025-2029, serta baseline tahun sebelumnya. 

Namun untuk tahun 2025 ini, ada indikator kinerja utama yang berbeda dengan tahun 

sebelumnya karena terdapat perubahan periode Renstra Tahun 2025-2029.  

Perjanjian Kinerja akan dimanfaatkan oleh setiap pimpinan untuk memantau dan 

mengendalikan pencapaian kinerja organisasi, sebagai dasar monitoring dan evaluasi 

kinerja, melaporkan capaian kinerja dan laporan kinerja, serta sebagai acuan target 

dalam menilai keberhasilan organisasi. Oleh karena itu, pencapaian realisasi 

Perjanjian Kinerja Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat selalu dimonitor dan 
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dievaluasi setiap triwulan melalui aplikasi e-performance untuk digunakan sebagai 

bahan evaluasi perbaikan triwulan berikutnya. 

 

2.4. RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA (RAPK) 

Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) disusun untuk memantau pencapaian 

Perjanjian Kinerja secara berkala. RAPK memuat target kinerja per triwulan dan 

anggaran per indikator kinerja. RAPK tahun 2025 ditetapkan tanggal 12 Februari 2025 

dengan rincian sebagai berikut : 
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Gambar 2. 3 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Loka POM di Kabupaten Kotawaringin 

Barat Tahun 2025 (Awal) 

Pada triwulan kedua T.A 2025 terdapat beberapa perubahan Rencana Aksi 

Perjanjian Kinerja Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2025. 

Perubahan dilaksanakan dalam rangka mendukung pencapaian Sasaran Strategis, 

sehingga diperlukan adanya penyesuaian atas Rencana Aksi Perjanjian Kinerja 

(RAPK) apabila terjadi perubahan signifikan dan strategis yang mempengaruhi 

pelaksanaan indikator kinerja organisasi. Berdasarkan Surat Usulan Perubahan 

Breakdown target RAPK No.PR.04.02.15C.05.25.32 tanggal 28 Mei 2025 (terlampir) 

dan Surat Tanggapan Usulan Revisi RAPK Tahun 2025 tanggal 05 Juni 2025 

(terlampir) maka diperoleh perubahan RAPK Tahun 2025 menjadi sebagai berikut: 
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Gambar 2. 4 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Loka POM di Kabupaten Kotawaringin 

Barat Tahun 2025 (Revisi 1) 

Perencanaan target B1 hingga B7 mengacu pada Manual IKU Rancangan Awal 
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Renstra 2025-2029. Perhitungan terhadap realisasi berdasarkan Manual IKU 

Rancangan Renstra 2025-2029 dituangkan pada Dokumen Laporan Kinerja (Interm 

dan Tahunan). Target tahunan berdasarkan dari kesepakan desk Renstra 2025-2029, 

dimana RAPK terbaru tahun 2025 ditetapkan tanggal 29 Agustus 2025 dengan rincian 

sebagai berikut : 
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Gambar 2. 5 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Loka POM di Kabupaten Kotawaringin 
Barat Tahun 2025 (Revisi 2) 
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2.5. METODE PENGUKURAN 

Pengukuran Kinerja dilakukan secara berkala setiap triwulan untuk menilai 

keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan dalam triwulan tersebut dalam 

rangka mencapai target sasaran yang telah ditetapkan pada tahun 2025. Selain itu 

pengukuran kinerja berkala dapat dimanfaatkan untuk memberikan gambaran sejauh 

mana target akhir tahun sudah tercapai. 

Dengan mempertimbangkan koreksi terhadap anomali capaian kinerja 

unit/satuan kerja, maka perlu melakukan normalisasi capaian perjanjian kinerja 

sebagaimana ketentuan berikut:  

1. Capaian kinerja maksimal 110%. 

2. Jika capaian kinerja setiap indikator >110% maka akan dinormalisasi 

menjadi 110%;  

3. Jika capaian kinerja setiap indikator ≤110% maka tidak dilakukan 

normalisasi. 

Kategori penilaian capaian indikator kinerja yang digunakan dalam Laporan 

Kinerja Tahun 2025 ini adalah sebagai berikut: 

 
Gambar 2. 6 Kategori pencapaian indikator terhadap target 

Sedangkan kategori capaian kinerja dengan membandingkan realisasi kinerja 

triwulan dengan target tahunannya yang digunakan dalam Laporan Kinerja Tahun 

2025 ini adalah sebagai berikut: 
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Gambar 2. 7 Kategori pencapaian indikator terhadap target tahunan 

 

Penetapan ini bertujuan untuk: 

1. Mencegah penetapan target kinerja yang terlalu rendah 

2. Pemanfaatan monitoring kinerja secara berkala yang merupakan 

penerapan SAKIP sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 

tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 

Sedangkan untuk menghitung capaian sasaran kegiatan digunakan pembobotan 

untuk sasaran strategis yang memiliki lebih dari 1 indikator. Berikut ini adalah rumus 

perhitungan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) : 

Nilai Kinerja Organisasi (NKO)  =
{(bobot x % capaian)1 +  (bobot x % capaian)n}

n
 

NKO merupakan nilai kinerja organisasi yang menunjukkan hasil konsolidasi dari 

seluruh nilai perspektif atau seluruh realisasi indikator kinerja dalam satu Peta 

Strategi. NKO digunakan untuk menilai kinerja unit/satuan kerja yang memiliki peta 

strategi. Predikat kinerja organisasi baik periodik maupun tahunan mengacu pada 

kriteria Predikat NKO sesuai tabel berikut: 
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Gambar 2. 8 Kriteria Nilai Kinerja Organisasi (NKO) 

NKO periodik merupakan nilai kinerja unit/satuan kerja secara triwulanan. NKO 

periodik dihitung dari total capaian indikator perjanjian kinerja periodik tertentu yang 

telah dinormalisasi dibagi dengan jumlah indikator kinerja yang memiliki capaian kinerja 

pada periode tersebut.  

NKO tahunan merupakan nilai kinerja unit/satuan kerja pada akhir tahun 

anggaran. NKO tahunan digunakan untuk menetapkan sebaran (pola distribusi) 

predikat kinerja tahunan pegawai. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi BIrokrasi Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penilaian 

Kinerja Organisasi, NKO tahunan terdiri dari 2 komponen yaitu:  Capaian Perjanjian 

Kinerja dan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 

Berdasarkan Nota Dinas HK.02.02.2.01.26.64 Tanggal 23 Januari 2026 hal 

Penyampaian Keputusan Kepala BPOM Nomor 676 Tahun 2025 tentang Pedoman 

Penyelenggaraan SAKIP di Lingkungan BPOM, disampaikan bahwa dalam hal 

penilaian kinerja organisasi (NKO) tahunan, hasil evaluasi akuntabilitas instansi 

pemerintah (AKIP) masing-masing satker menjadi salah satu komponen dalam 

perhitungan nilai akhir capaian indikator kinerja. 
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Gambar 2. 9 Koreksi Capaian PK setelah Normalisasi 

Mekanisme pelaksanaan pengukuran kinerja yang dilakukan di Loka POM di 

Kabupaten Kotawaringin Barat adalah sebagai berikut: 

1. Penunjukan 1 orang petugas penanggungjawab data Loka POM di 

Kabupaten Kotawaringin Barat yang disahkan oleh SK Kepala BPOM. 

2. Kepala Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat menunjuk perwakilan 

penanggungjawab data di setiap bidang dengan menerbitkan SK Kepala 

Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat. 

3. Penanggungjawab data di setiap bidang menginput data kinerja pada 

databased online secara rutin setiap bulan dan diverifikasi oleh 

penanggungjawab data Balai. 

4. Data kinerja yang telah terverifikasi digunakan sebagai bahan untuk 

menginput data setiap bulan pada aplikasi SAS, SMART DJA, monev 

Tepra, monev Bappenas dan setiap triwulan pada aplikasi e-performance. 

5. Pengelolaan data kinerja sebagai bahan informasi yang terintegrasi secara 

elektronik melalui sistem informasi melalui pemanfaatan aplikasi e- 

performance yang telah dikembangkan dengan menggunakan Balance 

Score Card (BSC) serta pengukuran kinerja secara cascading untuk 

mendukung keberhasilan pencapaian reformasi birokrasi penguatan 

akuntabilitas. Pengukuran inipun diintegrasikan dengan aplikasi e-SKP 

pada aplikasi SIASN yang merupakan pengukuran kinerja hingga level 

individu secara periodik triwulanan di mana penilaian pengukuran kinerja 

ini menjadi tolak ukur dalam pemberian reward and punishment atas 

prestasi kerja pegawai dalam penetapan persentase pemberian tunjangan 

kinerja pada triwulan berikutnya. 

6. Evaluasi kinerja terkait pencapaian indikator kinerja yang dilakukan secara 
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rutin untuk memonitor pelaksanaan kegiatan guna mengetahui 

permasalahan dan kendala yang dihadapi sejak dini dalam rangka upaya 

pencapaian target akhir tahun. 
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BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 

 

3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI 

Pengukuran pencapaian setiap indikator kinerja Loka POM di Kab. Kotawaringin 

Barat dilakukan dengan cara Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 

bersangkutan; Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 

bersangkutan dengan tahun-tahun sebelumnya; Membandingkan realisasi kinerja 

sampai dengan tahun bersangkutan dengan target jangka menengah yang terdapat 

dalam dokumen renstra (target terupdate dari Renstra/Reviu Renstra/Evaluasi 

Renstra); Membandingkan realisasi kinerja dengan kinerja unit kerja lain yang sejenis 

atau dengan sektor swasta yang melakukan fungsi sejenis atau dengan standar 

nasional/internasional jika ada (Benchmark Kinerja); Analisis penyebab 

keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan 

dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja); Analisis 

program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian 

pernyataan kinerja dan/atau informasi deskriptif program/kegiatan yang paling 

mendukung ketercapaian kinerja dan yang tidak terlalu mendukung ketercapaian 

kinerja berdasarkan besaran alokasi anggaran. 

Untuk menjaga kesesuaian nilai NKO dengan e-performance, maka berdasarkan 

Nota Dinas Nomor PR.09.01.2.03.25.10 Tahun 2025 tentang Pengukuran dan 

Pelaporan Kinerja Unit/Satuan Kerja di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan 

Makanan perlu melakukan normalisasi capaian perjanjian kinerja sebagaimana 

ketentuan Jika capaian kinerja setiap indikator >110% maka akan dinormalisasi 

menjadi 110%; dan Jika capaian kinerja setiap indikator ≤110% maka tidak dilakukan 

normalisasi. 

Hasil dari pengukuran kinerja tersebut, diperoleh Nilai Kinerja Organisasi (NKO) 

Loka POM di Kab. Kotawaringin Barat tahun 2025 sebesar 104,86%. Nilai tersebut 

mendapatkan koreksi Capaian PK setelah dilakukan Normalisasi. Berdasarkan hasil 

evaluasi atas implementasi SAKIP Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 

2025 dikategorikan BB (Sangat Baik) yaitu Akuntabilitas kinerja sangat baik, ditandai 

dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, 

memiliki sistem kinerja yang handal dan berbasis teknologi informasi. Sehingga, Nilai 
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Kinerja Organisasi (NKO) Loka POM di Kab. Kotawaringin Barat tahun 2025 sebesar 

94,37%. 

Dari 8 (delapan) Sasaran Kegiatan pada tahun 2025 dengan 27 (Dua Puluh 

Tujuh) Indikator Kinerja Utama (IKU). Dimana terdapat 1 (Satu) indikator kinerja yang 

dikecualikan dari perhitungan NKO yaitu Persentase sampel KLB keracunan pangan 

yang diuji sesuai standar oleh UPT. Lalu, 5 (Lima) indikator kinerja yang mendapatkan 

kategori “Tidak Dapat Disimpulkan” yaitu Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko 

yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan, Persentase sarana distribusi Pangan Olahan 

yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan, Persentase UMKM yang 

didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang 

baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan, Persentase Laporan Analisis Kejahatan 

Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar, dan Indeks 

Pelayanan Publik UPT. 

Kemudian, 13 (Tiga Belas) indikator kinerja yang mendapatkan kategori “Sangat 

Baik” yaiu Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai 

ketentuan, Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi 

dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder, Persentase sarana produksi 

Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan, Persentase 

sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan, 

Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti 

sesuai ketentuan, Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi 

sesuai ketentuan, Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang 

diawasi sesuai standar, Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah 

UPT, Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT 

sesuai Standar Kemampuan Laboratorium, Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi 

dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT, Persentase Keberhasilan Penyidikan 

Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT, dan Nilai AKIP UPT BPOM.  

Serta, terdapat 8 (Delapan) indikator kinerja yang mendapatkan kategori “Baik” 

yaitu Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian 

Kabupaten/Kota Pangan Aman, Persentase cakupan sarana produksi pangan 

fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan, Jumlah sekolah yang 

melaksanakan pembudayaan keamanan pangan, Jumlah desa pangan aman, Jumlah 
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pasar pangan aman berbasis komunitas, Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM. Indeks 

Manajemen Risiko UPT BPOM, dan Persentase Implementasi Rencana Aksi 

Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT. 

Adapun rincian masing-masing capaian pada setiap indikator kinerja 

sebagaimana tabel dibawah ini, tabel 3.1, tabel 3.2 dan tabel 3.3. 

Tabel 3. 1 Perhitungan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Tahun 2025 

No 
Sasaran 
Kegiatan 

Indikator 
Kinerja 

Justifikasi 
Nilai 
Akhir 

%Capaian 
Target Realisasi %Capaian 

1 Meningkatnya 
efektivitas 
pengawasan 
Sediaan 
Farmasi dan 
Pangan 
Olahan di 
wilayah kerja 
UPT 

Persentase sampel 
Sediaan Farmasi 
berisiko yang 
ditindaklanjuti sesuai 
ketentuan 

90 99,55 110,61% Normalisasi 110,00% 

Persentase sampel 
Pangan Olahan berisiko 
yang ditindaklanjuti 
sesuai ketentuan 

82 90 109,76% - 109,76% 

Persentase sampel KLB 
keracunan pangan yang 
diuji sesuai standar oleh 
UPT 

100 0 0,00% -  

Persentase sampel 
PIRT berisiko yang 
ditindaklanjuti sesuai 
ketentuan 

91 100,00 109,89% - 109,89% 

Persentase 
keputusan/rekomendasi 
hasil pengawasan 
Sediaan Farmasi dan 
Pangan Olahan yang 
ditindaklanjuti oleh 
stakeholder 

99,3 100 100,70% - 100,70% 

Persentase sarana 
produksi Sediaan 
Farmasi yang diperiksa 
dan ditindaklanjuti 
sesuai ketentuan 

91 100,00 109,89% - 109,89% 

Persentase sarana 
produksi Pangan 
Olahan yang diperiksa 
dan ditindaklanjuti 
sesuai ketentuan 

91 100 109,89% - 109,89% 

Persentase fasilitas 
distribusi Sediaan 

95,25 100,00 104,99% - 104,99% 
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No 
Sasaran 
Kegiatan 

Indikator 
Kinerja 

Justifikasi 
Nilai 
Akhir 

%Capaian 
Target Realisasi %Capaian 

Farmasi yang diperiksa 
dan ditindaklanjuti 
sesuai ketentuan 

Persentase sarana 
distribusi Pangan 
Olahan yang diperiksa 
dan ditindaklanjuti 
sesuai ketentuan 

87 96,82 111,29% Normalisasi 110,00% 

Persentase iklan 
sediaan farmasi dan 
pangan olahan yang 
diawasi sesuai 
ketentuan 

91,4 100,00 109,41% - 109,41% 

Persentase label 
produk tembakau 
dan/atau rokok 
elektronik yang diawasi 
sesuai standar 

85 90,50 106,94% - 106,94% 

Persentase pemenuhan 
target pengendalian 
AMR di wilayah UPT 

100 106,11 106,11%  106,11% 

Nilai pemenuhan Lab 
Pengujian Sediaan 
Farmasi dan Pangan 
olahan UPT sesuai 
Standar Kemampuan 
Laboratorium 

11,7 12,06 103,08% - 103,08% 

Persentase 
Kabupaten/Kota yang 
didampingi dalam 
pencapaian 
Kabupaten/Kota 
Pangan Aman 

25 25 100,00%  100,00% 

2 Meningkatnya 
Efektifitas 
Pengawasan 
Sarana 
Produksi 
Pangan 
Fortifikasi 

Persentase cakupan 
sarana produksi pangan 
fortifikasi yang diperiksa 
dan ditindaklanjuti 
sesuai ketentuan 

80 80 100,00% - 100,00% 

3 Meningkatnya 
efektivitas KIE 
di masing-
masing 

Tingkat efektivitas KIE 
Sediaan Farmasi dan 
Pangan Olahan di 
wilayah kerja UPT 

84,52 85,35 100,98% - 100,98% 
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No 
Sasaran 
Kegiatan 

Indikator 
Kinerja 

Justifikasi 
Nilai 
Akhir 

%Capaian 
Target Realisasi %Capaian 

wilayah kerja 
UPT 

Jumlah sekolah yang 
melaksanakan 
pembudayaan 
keamanan pangan 

2 2 100,00% - 100,00% 

Jumlah desa pangan 
aman 

1 1 100,00% - 100,00% 

Jumlah pasar pangan 
aman berbasis 
komunitas 

1 1 100,00% - 100,00% 

4 Meningkatnya 
pendampingan 
UMKM dalam 
pemenuhan 
standar 
keamanan dan 
mutu 

Persentase UMKM 
yang didampingi dan 
memperoleh 
rekomendasi sertifikat 
cara pembuatan OBA, 
Kos yang baik dan/atau 
IP CPPOB pangan 
olahan 

16 23,81 148,81% Normalisasi 110,00% 

5 Terlaksananya 
Penindakan 
Kejahatan 
Sediaan 
Farmasi dan 
Pangan 
Olahan yang 
efektif di 
wilayah kerja 
UPT 

Persentase 
Keberhasilan 
Penyidikan Kejahatan 
Sediaan Farmasi dan 
Pangan Olahan di UPT 

96 100 104,17% - 104,17% 

6 Terlaksananya 
kegiatan 
deteksi 
kejahatan di 
bidang 
Sediaan 
Farmasi dan 
Pangan 
Olahan yang 
efektif di 
wilayah kerja 
UPT 

Persentase Laporan 
Analisis Kejahatan 
Sediaan Farmasi dan 
Pangan Olahan yang 
diselesaikan sesuai 
standar 

90 100 111,11% Normalisasi 110,00% 

7 Layanan 
Publik UPT 
yang prima 

Indeks Pelayanan 
Publik UPT 3,6 4,59 127,50% Normalisasi 110,00% 

8 Terwujudnya 
tata kelola 
pemerintah 

Nilai AKIP UPT BPOM 76,7 77,5 101,04% - 101,04% 

Nilai Kinerja Anggaran 
UPT BPOM 

5 5 100,00% - 100,00% 



 

37 
 

No 
Sasaran 
Kegiatan 

Indikator 
Kinerja 

Justifikasi 
Nilai 
Akhir 

%Capaian 
Target Realisasi %Capaian 

Unit 
Organisasi 
yang optimal 

Indeks Manajemen 
Risiko UPT BPOM 

2,75 2,75 100,00% - 100,00% 

Persentase 
Implementasi Rencana 
Aksi Reformasi 
Birokrasi di Lingkup 
UPT 

100 100 100,00% - 100,00% 

Total Capaian PK 2726,38% 

Nilai Kinerja Organisasi (Rata-rata Capaian PK) 104,86% 

Koreksi Capaian PK Predikat AKIP BB 94,37% 

  

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai NKO Total Loka POM di 

Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2025 setelah dilakukan koreksi Capaian PK atas 

implementasi SAKIP yang dikategorikan BB adalah 94,37% dengan Predikat NKO 

“Baik”. Hal ini sesuai dengan hasil NKO yang di input pada aplikasi e-performance dan 

Simetris.  

  Tabel 3. 2 Hasil Pencapaian Sasaran Kegiatan Tahun 2025 

No Sasaran Kegiatan 
%Capaian 

NKO 
Justifikasi 

Nilai 
Akhir  

%Capaian 
Kategori 

1 Meningkatnya efektivitas 
pengawasan Sediaan 
Farmasi dan Pangan 
Olahan di wilayah kerja UPT 

106,94% - 106,94% Sangat Baik  

2 Meningkatnya Efektifitas 
Pengawasan Sarana 
Produksi Pangan Fortifikasi 

100,00% - 100,00% Baik 
 

3 Meningkatnya efektivitas 
KIE di masing-masing 
wilayah kerja UPT 

100,25% - 100,25% Sangat Baik 
 

4 Meningkatnya 
pendampingan UMKM 
dalam pemenuhan standar 
keamanan dan mutu 

148,81% Normalisasi 110,00% 
Tidak Dapat 
Disimpulkan  

5 Terlaksananya Penindakan 
Kejahatan Sediaan Farmasi 
dan Pangan Olahan yang 
efektif di wilayah kerja UPT 

104,17% - 104,17% Sangat Baik  

6 Terlaksananya kegiatan 
deteksi kejahatan di bidang 
Sediaan Farmasi dan 

111,11% Normalisasi 110,00% 
Tidak Dapat 
Disimpulkan  
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No Sasaran Kegiatan 
%Capaian 

NKO 
Justifikasi 

Nilai 
Akhir  

%Capaian 
Kategori 

Pangan Olahan yang efektif 
di wilayah kerja UPT 

7 Layanan Publik UPT yang 
prima 

127,50% Normalisasi 110,00% 
Tidak Dapat 
Disimpulkan 

 
8 Terwujudnya tata kelola 

pemerintah Unit Organisasi 
yang optimal 

100,26% - 100,26% Sangat Baik 
 

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa dari 8 (Delapan) sasaran kegiatan 

yang diukur oleh Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2025, 

meliputi: 1 (Satu) sasaran kegiatan dengan kategori “Baik”. 4 (Empat) sasaran 

kegiatan dengan kategori “Sangat Baik”, dan 3 (Tiga) sasaran kegiatan dengan 

kategori “Tidak Dapat Disimpulkan”. 

Tabel 3. 3 Hasil Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025 

No. 
Sasaran 
Kegiatan 

Indikator 
Kinerja Kategori Capaian 

Indikator Kinerja Target Realisasi %Capaian 

1 Meningkatnya 
efektivitas 
pengawasan 
Sediaan 
Farmasi dan 
Pangan 
Olahan di 
wilayah kerja 
UPT 

Persentase sampel 
Sediaan Farmasi 
berisiko yang 
ditindaklanjuti sesuai 
ketentuan 

90 99,55 110,61% Tidak Dapat 
Disimpulkan 

 

2 Meningkatnya 
efektivitas 
pengawasan 
Sediaan 
Farmasi dan 
Pangan 
Olahan di 
wilayah kerja 
UPT 

Persentase sampel 
Pangan Olahan berisiko 
yang ditindaklanjuti 
sesuai ketentuan 

82 90 109,76% Sangat Baik 

 

3 Meningkatnya 
efektivitas 
pengawasan 
Sediaan 
Farmasi dan 
Pangan 
Olahan di 

Persentase sampel KLB 
keracunan pangan yang 
diuji sesuai standar oleh 
UPT 

100   Dikecualikan  
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No. 
Sasaran 
Kegiatan 

Indikator 
Kinerja Kategori Capaian 

Indikator Kinerja Target Realisasi %Capaian 

wilayah kerja 
UPT 

4 Meningkatnya 
efektivitas 
pengawasan 
Sediaan 
Farmasi dan 
Pangan 
Olahan di 
wilayah kerja 
UPT 

Persentase sampel 
PIRT berisiko yang 
ditindaklanjuti sesuai 
ketentuan 

91 100,00 109,89% Sangat Baik 

 

5 Meningkatnya 
efektivitas 
pengawasan 
Sediaan 
Farmasi dan 
Pangan 
Olahan di 
wilayah kerja 
UPT 

Persentase 
keputusan/rekomendasi 
hasil pengawasan 
Sediaan Farmasi dan 
Pangan Olahan yang 
ditindaklanjuti oleh 
stakeholder 

99,3 100 100,70% Sangat Baik 

 

6 Meningkatnya 
efektivitas 
pengawasan 
Sediaan 
Farmasi dan 
Pangan 
Olahan di 
wilayah kerja 
UPT 

Persentase sarana 
produksi Sediaan 
Farmasi yang diperiksa 
dan ditindaklanjuti 
sesuai ketentuan 

91 100,00 109,89% Sangat Baik 

 

7 Meningkatnya 
efektivitas 
pengawasan 
Sediaan 
Farmasi dan 
Pangan 
Olahan di 
wilayah kerja 
UPT 

Persentase sarana 
produksi Pangan 
Olahan yang diperiksa 
dan ditindaklanjuti 
sesuai ketentuan 

91 100 109,89% Sangat Baik 

 

8 Meningkatnya 
efektivitas 
pengawasan 
Sediaan 
Farmasi dan 
Pangan 
Olahan di 

Persentase fasilitas 
distribusi Sediaan 
Farmasi yang diperiksa 
dan ditindaklanjuti 
sesuai ketentuan 

95,25 100,00 104,99% Sangat Baik 
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No. 
Sasaran 
Kegiatan 

Indikator 
Kinerja Kategori Capaian 

Indikator Kinerja Target Realisasi %Capaian 

wilayah kerja 
UPT 

9 Meningkatnya 
efektivitas 
pengawasan 
Sediaan 
Farmasi dan 
Pangan 
Olahan di 
wilayah kerja 
UPT 

Persentase sarana 
distribusi Pangan 
Olahan yang diperiksa 
dan ditindaklanjuti 
sesuai ketentuan 

87 96,82 111,29% Tidak Dapat 
Disimpulkan 

 

10 Meningkatnya 
efektivitas 
pengawasan 
Sediaan 
Farmasi dan 
Pangan 
Olahan di 
wilayah kerja 
UPT 

Persentase iklan 
sediaan farmasi dan 
pangan olahan yang 
diawasi sesuai 
ketentuan 

91,4 100,00 109,41% Sangat Baik 

 

11 Meningkatnya 
efektivitas 
pengawasan 
Sediaan 
Farmasi dan 
Pangan 
Olahan di 
wilayah kerja 
UPT 

Persentase label 
produk tembakau 
dan/atau rokok 
elektronik yang diawasi 
sesuai standar 

85 90,5 106,47% Sangat Baik 

 

12 Meningkatnya 
efektivitas 
pengawasan 
Sediaan 
Farmasi dan 
Pangan 
Olahan di 
wilayah kerja 
UPT 

Persentase pemenuhan 
target pengendalian 
AMR di wilayah UPT 

100 106,11 106,11% Sangat Baik 

 

13 Meningkatnya 
efektivitas 
pengawasan 
Sediaan 
Farmasi dan 
Pangan 
Olahan di 

Nilai pemenuhan Lab 
Pengujian Sediaan 
Farmasi dan Pangan 
olahan UPT sesuai 
Standar Kemampuan 
Laboratorium 

11,7 12,06 103,08% Sangat Baik 
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No. 
Sasaran 
Kegiatan 

Indikator 
Kinerja Kategori Capaian 

Indikator Kinerja Target Realisasi %Capaian 

wilayah kerja 
UPT 

14 Meningkatnya 
efektivitas 
pengawasan 
Sediaan 
Farmasi dan 
Pangan 
Olahan di 
wilayah kerja 
UPT 

Persentase 
Kabupaten/Kota yang 
didampingi dalam 
pencapaian 
Kabupaten/Kota 
Pangan Aman 

25 25 100,00% Baik 

 

15 Meningkatnya 
Efektifitas 
Pengawasan 
Sarana 
Produksi 
Pangan 
Fortifikasi 

Persentase cakupan 
sarana produksi pangan 
fortifikasi yang diperiksa 
dan ditindaklanjuti 
sesuai ketentuan 

80 80 100,00% Baik 

 

16 Meningkatnya 
efektivitas KIE 
di masing-
masing 
wilayah kerja 
UPT 

Tingkat efektivitas KIE 
Sediaan Farmasi dan 
Pangan Olahan di 
wilayah kerja UPT 

84,52 85,35 100,98% Sangat Baik 
 

17 Meningkatnya 
efektivitas KIE 
di masing-
masing 
wilayah kerja 
UPT 

Jumlah sekolah yang 
melaksanakan 
pembudayaan 
keamanan pangan 

2 2 100,00% Baik 
 

18 Meningkatnya 
efektivitas KIE 
di masing-
masing 
wilayah kerja 
UPT 

Jumlah desa pangan 
aman 

1 1 100,00% Baik 
 

19 Meningkatnya 
efektivitas KIE 
di masing-
masing 
wilayah kerja 
UPT 

Jumlah pasar pangan 
aman berbasis 
komunitas 

1 1 100,00% Baik 
 

20 Meningkatnya 
pendampingan 
UMKM dalam 
pemenuhan 

Persentase UMKM 
yang didampingi dan 
memperoleh 
rekomendasi sertifikat 

16 23,81 148,81% 
Tidak Dapat 
Disimpulkan  
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No. 
Sasaran 
Kegiatan 

Indikator 
Kinerja Kategori Capaian 

Indikator Kinerja Target Realisasi %Capaian 

standar 
keamanan dan 
mutu 

cara pembuatan OBA, 
Kos yang baik dan/atau 
IP CPPOB pangan 
olahan 

21 Terlaksananya 
Penindakan 
Kejahatan 
Sediaan 
Farmasi dan 
Pangan 
Olahan yang 
efektif di 
wilayah kerja 
UPT 

Persentase 
Keberhasilan 
Penyidikan Kejahatan 
Sediaan Farmasi dan 
Pangan Olahan di UPT 

96 100 104,17% Sangat Baik 

 

22 Terlaksananya 
kegiatan 
deteksi 
kejahatan di 
bidang 
Sediaan 
Farmasi dan 
Pangan 
Olahan yang 
efektif di 
wilayah kerja 
UPT 

Persentase Laporan 
Analisis Kejahatan 
Sediaan Farmasi dan 
Pangan Olahan yang 
diselesaikan sesuai 
standar 

90 100 111,11% 
Tidak Dapat 
Disimpulkan 

 

23 Layanan 
Publik UPT 
yang prima 

Indeks Pelayanan 
Publik UPT 3,6 4,59 127,50% 

Tidak Dapat 
Disimpulkan  

24 Terwujudnya 
tata kelola 
pemerintah 
Unit 
Organisasi 
yang optimal 

Nilai AKIP UPT BPOM 

76,7 77,5 101,04% Sangat Baik 
 

25 Terwujudnya 
tata kelola 
pemerintah 
Unit 
Organisasi 
yang optimal 

Nilai Kinerja Anggaran 
UPT BPOM 

5 5 100,00% Baik 
 

26 Terwujudnya 
tata kelola 
pemerintah 
Unit 

Indeks Manajemen 
Risiko UPT BPOM 

2,75 2,75 100,00% Baik  
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No. 
Sasaran 
Kegiatan 

Indikator 
Kinerja Kategori Capaian 

Indikator Kinerja Target Realisasi %Capaian 

Organisasi 
yang optimal 

27 Terwujudnya 
tata kelola 
pemerintah 
Unit 
Organisasi 
yang optimal 

Persentase 
Implementasi Rencana 
Aksi Reformasi 
Birokrasi di Lingkup 
UPT 

100 100 100,00% Baik 
 

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa dari 27 (Dua Puluh Tujuh) Indikator 

Kinerja Utama (IKU) yang diukur oleh Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat 

pada tahun 2025, meliputi: 1 (Satu) IKU dikecualikan, 5 (Lima) IKU dengan kategori 

“Tidak Dapat Disimpulkan”, 13 (Tiga Belas) IKU dengan kategori “Sangat Baik”, dan 8 

(Delapan) IKU dengan kategori “Baik”. 

Kategori tidak dapat disimpulkan dan sangat baik menunjukkan bahwa 

penguatan pengawasan Obat dan Makanan menjadi komitmen utama yang harus 

terus dipertahankan dan diperkuat secara optimal sehingga produk-produk obat, obat 

tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan makanan di wilayah kerja Loka POM 

di Kabupaten Kotawaringin Barat tetap terjamin aman, bermanfaat/berkhasiat dan 

bermutu untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Namun untuk kategori tidak dapat 

disimpulkan dapat juga diartikan bahwa realisasi melampau target terlalu tinggi, hal ini 

bisa disebabkan pesimisnya dalam perencanaan target atau bahkan kinerja Loka POM 

Kab. Kotawaringin Barat yang terlampau maksimal, sehingga realisasi yang dicapai 

tinggi. Untuk capaian yang masuk dalam kategori tidak dapat disimpulkan, maka 

dalam perhitungan NKO akan dinormalisasikan sebesar 110% sesuai Surat Edaran 

Sestama No. PR.09.01.2.03.25.10 Tahun 2025 dan dipertegas dalam Nota Dinas 

Sestama NOMOR : HK.02.02.2.01.26.6402.01.212.12.19.1809 Tahun 2026 bahwa 

Capaian indikator kinerja maksimal adalah 110%. 

Analisis akuntabilitas kinerja yang dilakukan terhadap masing-masing sasaran 

kegiatan yang telah ditetapkan oleh Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat, 

dengan penjabaran sebagai berikut: 
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SASARAN KEGIATAN 1 

MENINGKATNYA EFEKTIVITAS PENGAWASAN SEDIAAN FARMASI DAN PANGAN 

OLAHAN DI WILAYAH KERJA UPT 

 

1. PERSENTASE SAMPEL SEDIAAN FARMASI BERISIKO YANG 

DITINDAKLANJUTI SESUAI KETENTUAN 

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 

Pada tahun 2025 target Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang 

ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah 90,00 dengan monitoring dilakukan di tiap 

triwulan, maka capaian total pada akhir tahun 2025 adalah sebagai berikut: 

Tabel 3. 4 Capaian Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang 
Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan Tahun 2025 

INDIKATOR 

KINERJA 
TARGET REALISASI 

% 

CAPAIAN 

KATEGORI CAPAIAN 

KATEGORI NOTIFIKASI  

Persentase sampel 

Sediaan Farmasi 

berisiko yang 

ditindaklanjuti sesuai 

ketentuan 

90,00 99,55 110,61% Tidak Dapat 

Disimpulkan 
 

Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan 

diperoleh dengan rumus sebagai berikut : 

(A + B + C + D) / 4 

Dimana A adalah Persentase Sampel Obat Berisiko yang Ditindaklanjuti 

Sesuai Ketentuan, B adalah Persentase Sampel Obat Bahan Alam Berisiko yang 

Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan, C adalah Persentase Sampel Suplemen 

Kesehatan Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan, dan D adalah 

Persentase Sampel Kosmetik Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan. 

Sediaan farmasi mencakup obat, obat bahan alam, obat kuasi, suplemen 

kesehatan, dan kosmetik. Sampel sediaan farmasi berisiko adalah sampel yang 

dipilih menggunakan metode targeted atau purposive sampling dan 

diklasifikasikan berdasarkan hasil analisis risiko sebagaimana diatur melalui 

pedoman sampling dan pengujian. Tindak lanjut pada sampel melibatkan 
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beberapa tahap, dimulai dari pelaksanaan sampling, penanganan sampel, 

pengawasan penandaan/label, pelaksanaan pengujian, hingga pelaporan hasil. 

Unit Pelaksana Teknis (UPT) juga diwajibkan melaporkan tanggapan terhadap 

surat tindak lanjut yang dikirimkan oleh pusat, sesuai pedoman tindak lanjut yang 

berlaku. Sesuai ketentuan berarti mengikuti pedoman sampling, Petunjuk Teknis 

Regionalisasi Laboratorium, pedoman tindak lanjut, serta timeline yang telah 

ditetapkan dalam pedoman atau SOP terkait. 

Hingga akhir periode tahun 2025 Loka POM di Kabupaten Kotawaringin 

Barat terdapat 70 sampel obat, 63 sampel obat bahan alam, 15 suplemen 

kesehatan dan 115 sampel kosmetik yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan 

sehingga capaian Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang 

Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan melebihi target yang ditetapkan yaitu 110,61% 

kemudian mendapat justifikasi normalisasi menjadi 110% dengan kategori Tidak 

Dapat Disimpulkan. 

B. Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2025 

dengan Tahun-Tahun Sebelumnya 

Tabel 3. 5 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun-
Tahun Sebelumnya 

INDIKATOR KINERJA 
REALISASI TARGET 

2025 

REALISASI 

2025 

% 

CAPAIAN 2023 2024 

Persentase sampel Sediaan 

Farmasi berisiko yang 

ditindaklanjuti sesuai ketentuan 

- - 90,00 99,55 110,61% 

Indikator Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti 

sesuai Ketentuan merupakan indikator baru yang mulai diterapkan pada Tahun 

2025 sebagai penguatan pendekatan pengawasan berbasis risiko, sehingga 

tidak tersedia data pembanding pada tahun 2023 dan 2024. Pada Tahun 2025 

ditetapkan target sebesar 90,00% dengan realisasi sebesar 99,55%, sehingga 

tingkat capaian mencapai 110,61%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa 

tindak lanjut terhadap sampel berisiko telah dilaksanakan secara sangat optimal 

dan melampaui target yang ditetapkan, sekaligus mengindikasikan efektivitas 

pelaksanaan pengawasan berbasis risiko dalam memastikan setiap temuan 
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sampel berisiko segera ditindaklanjuti sesuai ketentuan guna meningkatkan 

perlindungan masyarakat. 

C. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Rencana 

Strategis Tahun 2025-2029 

Tabel 3. 6 Perbandingan Realisasi Tahun 2025 dengan Target Akhir Rencana 
Strategis Tahun 2025-2029 

INDIKATOR 

KINERJA 

REALISASI 

2025 

TARGET 

2029 

%Capaian 
KATEGORI 

NOTIFIKASI 

WARNA 

Persentase sampel 

Sediaan Farmasi 

berisiko yang 

ditindaklanjuti sesuai 

ketentuan 

99,55 94.00 105,90% Tercapai/Melampaui 

 

Pada indikator Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang 

Ditindaklanjuti sesuai Ketentuan, realisasi Tahun 2025 mencapai 99,55 dengan 

target akhir Rencana Strategis Tahun 2025–2029 sebesar 94,00, sehingga 

kinerja pada tahun pertama periode Renstra telah melampaui sasaran akhir yang 

ditetapkan. Capaian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan berbasis 

risiko telah berjalan efektif dan berada di atas proyeksi strategis jangka 

menengah, sekaligus mencerminkan kemampuan unit kerja dalam memastikan 

setiap sampel berisiko ditindaklanjuti secara konsisten sesuai ketentuan, 

sehingga memberikan dasar yang kuat bagi keberlanjutan pencapaian kinerja 

sampai dengan akhir periode perencanaan tahun 2029. 

D. Perbandingan Realisasi Kinerja Loka POM di Kabupaten Kotawaringin 

Barat Dengan Kinerja Unit Kerja Lain  

Tabel 3. 7 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan UPT Lain 

INDIKATOR 

KINERJA 
UPT TARGET REALISASI 

% 

CAPAIAN 

Persentase sampel Sediaan 

Farmasi berisiko yang 

ditindaklanjuti sesuai 

ketentuan 

Loka POM di Kab. 

Pulau Morotai 

80,00 93,82 117,28 

Loka POM di Kab. 

Buleleng 

86,25 99,94 115,87% 
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Loka POM di Kab. 

Kotawaringin Barat 

90.00 99.55 110.61% 

Loka POM di Kab. 

Lubuklinggau 

80,75 83,39 103,27 

Berdasarkan perbandingan realisasi kinerja dengan UPT pembanding yang 

ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi dan penilaian klasifikasi UPT di lingkungan 

BPOM, Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat mencatat realisasi sebesar 

99,55 dari target 90,00 dengan tingkat capaian 110,61, sehingga menunjukkan 

kinerja yang melampaui target dan berada pada posisi yang sangat baik dalam 

kelompok klasifikasi yang sama. Dibandingkan dengan Loka POM di Kabupaten 

Pulau Morotai, Buleleng, dan Lubuklinggau, capaian Kotawaringin Barat 

termasuk tinggi dan konsisten, baik dari sisi realisasi maupun efektivitas tindak 

lanjut. Kondisi ini mencerminkan pelaksanaan pengawasan berbasis risiko yang 

berjalan optimal serta kapasitas unit kerja yang kompetitif dan sejalan dengan 

standar kinerja UPT dalam klasifikasi yang setara di lingkungan BPOM. 

E. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ 

Penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan 

Kinerja ke Depan 

Keberhasilan dari pencapaian kinerja pada indikator Persentase Sampel 

Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan disebabkan 

oleh beberapa hal, yaitu : 

a. Sampling telah dilaksanakan sesuai renlak dan pedoman, dengan 

pendekatan berbasis analisis risiko. 

b. Evaluasi penandaan dilakukan secara berjenjang antara operator, 

supervisor, dan pusat. 

c. Subsidi silang antar komoditi dilakukan untuk mengatasi keterbatasan 

anggaran sampling produk mahal. 

d. Pemilihan sampel difokuskan pada produk berisiko tinggi, volume 

besar, atau dengan riwayat pelanggaran. 

e. Koordinasi dengan laboratorium penguji dan pusat terjalin dengan 

baik. 



 

48 
 

Sebagai tindak lanjut atas hasil analisis Keberhasilan/Kegagalan indikator 

kinerja, maka disusun Rekomendasi perbaikan kinerja ke depan disertai dengan 

timeline penyelesaian dengan format sebagai berikut: 

Tabel 3. 8 Matriks Rekomendasi Triwulan 

Indikator 

Kinerja 

Kendala atau 

Permasalahan 
Rekomendasi 

Rencana 

Tindak lanjut 
Timeline 

Apakah 

Sudah 

Dikelola 

Sebagai 

Risiko 

(Y/T) 

Kode 

Risiko 

Peristiwa 

Risiko 

Persentase 

sampel 

Sediaan 

Farmasi 

berisiko yang 

ditindaklanjuti 

sesuai 

ketentuan 

Capaian tidak 

dapat 

disimpulkan 

Seluruh proses 

sampling telah 

dilaksanakan 

sesuai prosedur 

dan tepat waktu, 

sudah dilakukan 

penyesuaian target 

akumulasi namun 

capaian masih 

sedikit berlebih. 

Selanjutnya akan 

melaksanakan 

renlak dengan 

mempertimbangkan 

tren capaian, 

kapasitas 

laboratorium, dan 

potensi risiko di 

lapangan, agar 

target indikator 

tercapai dan dapat 

1. 

Mengevaluasi 

capaian 

sampling 

secara rutin 

2. 

Berkoordinasi 

dengan 

laboratorium 

untuk segera 

melaporkan 

hasil 

pengujian 

sesuai jumlah 

sampel yang 

dikirim ke Lab 

3. Memantau 

progres 

secara 

berkala agar 

target tidak 

berlebih 

Akhir 

TW 4 

Tidak - - 
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dinilai secara 

objektif 

 

F. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun 

Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja  

a. Obat : Kemampuan uji Balai Regionalisasi sangat terbatas sehingga 

zat aktif obat yang mampu diuji hanya sedikit, tidak sesuai dengan 

yang tercantum dalam Pedoman Sampling. Akibatnya banyak zat aktif 

yang beredar di sarana yang telah memenuhi analisis risiko namun 

tidak dapat disampling, hal ini mengakibatkan sampling berulang pada 

zat aktif yang sama 

b. OBA : Tidak dapat menyampling Cairan Obat Dalam (COD) karena 

Balai Penguji tidak mampu uji akibat keterbatasan / kerusakan alat; 

anggaran sampel yang minim padahal target banyak yang impor dan 

harganya mahal sehingga yang disampling sampel berulang sesuai 

budget; untuk produk fitofarmaka jumlah yang tersedia di sarana 

hanya sedikit sehingga tidak memenuhi PUK; Tidak dapat uji kategori 

pelangsing karena sampel yang menumpuk di Lab; Tidak dapat uji 

kategori nyeri haid dan ASI karena tidak masuk uji wajib lagi 

berdasarkan pedoman sampling dan penguji tidak tau parameter uji 

nya apa aja 

c. SK : Tidak dapat menyampling SK yang mengandung Vitamin ADEK, 

Calsium, Magnesium dan Zink karena keterbatasan kemampuan uji 

Balai Penguji, padahal kandungan ini yang banyak beredar di sarana 

distribusi 

d. Kosmetik : Perbedaan persepsi antara evaluator pusat dan petugas 

Loka dalam pengambilan keputusan hasil pengawasan penandaan 

 

2. PERSENTASE SAMPEL PANGAN OLAHAN BERISIKO YANG 

DITINDAKLANJUTI SESUAI KETENTUAN 

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 
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Pada tahun 2025 target Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang 

ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah 90,00 dengan monitoring dilakukan di tiap 

triwulan, maka capaian total pada akhir tahun 2025 adalah sebagai berikut: 

 

Tabel 3. 9 Capaian Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti 
sesuai ketentuan Tahun 2025 

INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI 
% 

CAPAIAN 

KATEGORI CAPAIAN 

KATEGORI NOTIFIKASI  

Persentase sampel 

Pangan Olahan 

berisiko yang 

ditindaklanjuti sesuai 

ketentuan 

82 90 109,76% Sangat 

Baik 
 

Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai 

ketentuan diperoleh dengan rumus sebagai berikut : 

20%A + 20%B + 20%C + 10%D + 10%E + 20%F 

Keterangan: 

a. Kesesuaian Target Sampel 

Cara Perhitungan : 

(A1 + A2) /2 

A1 = (Jumlah sampel yang diperiksa sesuai dengan Pedoman 

Sampling(*)/ target sampel UPT sesuai Pedoman Sampling dan renlak 

UPT) x 100%  

A2 = (Jumlah sampel yang diuji sesuai dengan Pedoman Sampling(**) 

/ jumlah sampel yang masuk laboratorium sesuai tingkatannya) x 

100% 

*) Termasuk sampel TIE, rusak dan kedaluwarsa yang tidak dilakukan 

pengujian 

**) Pengujian dilakukan sesuai dengan tingkatan UPT (termasuk 

pengujian menggunakan test kit), untuk Loka/ Balai POM baru yang 

belum bisa melakukan pengujian secara mandiri maka kinerja 

pengujian diklaim oleh Balai Penguji 
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Catatan: Untuk UPT yang tidak melakukan pengujian hanya 

melakukan perhitungan A1 

b. Kesesuaian Parameter Uji 

Cara Perhitungan : 

(Jumlah sampel yang diuji dengan parameter sesuai pedoman 

sampling/ jumlah sampel yang diuji) x 100% 

Parameter uji dilakukan sesuai dengan parameter uji wajib yang 

ditetapkan pada pedoman sampling. Kesesuaian parameter uji 

menjadi kinerja UPT yang melakukan sampling. 

c. Ketepatan Pengambilan Kesimpulan 

Cara Perhitungan : 

(Jumlah sampel yang diambil kesimpulan sesuai pedoman sampling/ 

jumlah sampel yang diperiksa dan diuji) x 100% 

Kesimpulan pangan olahan yang aman dan bermutu adalah 

berdasarkan hasil pengujian. Hasil evaluasi penandaan/ label tidak 

mempengaruhi kesimpulan akhir sampel. Sampel TIE, rusak dan 

kedaluwarsa dapat disimpulkan sebagai sampel yang tidak aman dan 

bermutu. Ketepatan pengambilan kesimpulan menjadi kinerja UPT 

yang melakukan sampling. 

d. Ketepatan Waktu Pengambilan Sampel 

Cara Perhitungan : 

(Jumlah sampel yang diperiksa tepat waktu sesuai renlak/jumlah 

sampel yang diperiksa) x 100% 

e. Ketepatan Waktu Pelaporan Sampling dan Pengujian 

Cara Perhitungan : 

(Jumlah sampel yang diperiksa dan diuji yang dilaporkan tepat waktu 

sesuai pedoman sampling/ jumlah sampel yang diperiksa dan diuji) x 

100% 

Pelaporan sampling dan pengujian yang tepat waktu sesuai pedoman 

sampling, yaitu tanggal 15 di bulan berikutnya. 

f. Tindak Lanjut sesuai Pedoman Tindak Lanjut/ Ketentuan lainnya 

Cara Perhitungan : 




